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RESUME PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

PADA PBPH PT HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI 

UNTUK KEGIATAN PENILIKAN KE-1 (KESATU) 

 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Utara Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa 
No. 80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  

e. Nomor Akreditasi KAN 

sebagai LPVI 
: LPVI-017-IDN  

Masa berlaku 27 September 2025  s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Kehutanan  No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025 

g. Tim Audit : a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat dan VLHH Hulu / Ketua 
Tim Audit) 

b) Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut. (Auditor PHL Produksi) 

c) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Ekologi) 

d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHL Sosial)  

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  

 

 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 

b. Alamat Kantor : 1. Jalan Yos Sudarso No. 12 Kota Tarakan - Provinsi Kalimantan 
Utara Telpon (0551) 22281 

2. Jalan Sabanar Lama No. 88 Tanjung Selor – Provinsi 
Kalimantan Utara Telpon ()552) 23100 

c. Email  : - 

d. Nomor SK PBPH : No. SK.323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009; Jo No. 
SK.1475/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 
2021 

e. Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

: ±35.400 Hektar di Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 

f. Nomor S-PHL : No. 060.SPHL.017  

 Masa Berlaku : 4 Januari 2024 sampai dengan 3 Januari 2030 

g. MR auditi untuk 
kegiatan audit 

: Rezeki Pringgo Harbani 

Jabatan : Kabid. Perencanaan, Binhut & Lingkungan 

 

 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
http://www.trustindo.net/
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 

 

No. Tahapan Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan 
Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 

dengan :Direktorat PUPH 
sebelum penilaian lapangan 

1 Desember  

2025 

▪ Dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom 

Meeting. 

▪ Terdapat informasi tentang auditi untuk dikonfirmasi ke 
UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 

dengan :instansi kehutanan di 
daerah sebelum penilaian 
lapangan 

11 Desember  

2025 dan  

12 Desember 
2025 

▪ Dilakukan secara offine di kantor instansi masing-

masing, yaitu dengan  

a) BPHL Wil. XIII Samarinda; dan 

b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara 

c) Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik - - 

4. Pelaksanaan penilaian 
lapangan  

12 – 16 
Desember 
2025 

▪ Dilaksakan di kantor lapangan dan areal PBPH auditi. 

▪ Kegiatan dimulai dengan melaksanakan pertemuan 
pembukaan, untuk menyampaikan rencana teknis 
pelaksanaan audit dan tata tertibnya, dan diakhiri 
dengan pertemuan penutupan, untuk menyampaikan 
hasil audit dan kesimpulannya. 

▪ Pelaksanaan pertemuan pembukaan dibuatkan BAP 
menggunakan form F1-02.7 Rev.1, dan untuk 
pertemuan penutupan form F1-02.9 Rev.1 

▪ Pelaksanaan audit meliputi : 

a) Penilaian kinerja PHL menggunakan Standar 
Penilaian Kinerja PHL sesuai Lampiran 1.1 
SK.9895 oleh auditor prasyarat (Suhardi), 
produksi (Rafael Ssatria HS), ekologi (Bayu Satria 
P) dan sosial (Wasis Kuncoro). 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan menggunakan 
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 
SK.9895 oleh auditor VLHH Hulu (Suhardi) 

▪ Hasil audit dari masing-masing auditor, dicatat 
menggunakan checklist sesusi form F1-02.8 Rev.1 

5. Pertemuan koordinasi 
dengan :instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

17 Desember 
2025 dan 

18 Desember 
2025 

▪ Dilakukan secara offine di kantor instansi masing-
masing, yaitu dengan  

a) BPHL Wil. XIII Samarinda; dan 

b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara 

untuk melaporkan hasil audit dan tindak lanjutnya atas 
informasi yang disampaikan pada koordinasi awal. 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi didokumentasikan 
menggunakan form F1-02.5b Rev.1 
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4. HASIL AUDIT : 

4.1  HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 

 

1. Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat 

realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan 
BATB). 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan untuk pemanfaatan hutan tanaman dengan dokumen legal sesuai keputusan Menteri 
yang menangani masalah kehutanan sebagai berikut : 

1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 
dengan areal seluas ±35.400 Ha yang berlokasi di Kabupaten Bulungan Provinsi 
Kalimantan Timur (Sejak Tanggal 25 Oktober Tahun 2012 masuk wilayah Provinsi 
Kalimantan Utara).  SK berlaku untuk jangka waktu 45 tahun dan ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN tanggal 14 Oktober 1999 yang dilengkapi peta 
lampiran skala 1:100.000 dengan areal seluas ±35.400 Ha dan ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan. 

2) SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.1475/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 
tentang perubahan nomenklatur PT Hutani Kalimantan Abadi Permai yang mengubah 
sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
(PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. 

Realisasi pemancangan tata batas PT HKAP merupakan batas yang sudah lama dari 
pemegang izin sebelumnya dan sejak diterbitkannya SK IUPHHK-HA (PBPH) sesuai dengan 
keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 sampai 
dengan saat penilikan ke-1 (Kesatu) S-PHL tahun 2025 diverifikasi belum merealisasikan 
penataan batasnya. 

Tingkat realisasi proses administrasi tata batas berada pada tahapan Rencana Penataan 
Batas/ Pernyataan dengan ketersediaan dokumenNo. 04/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 
19 November 2014. 

Dokumen Legalitas Perseroan : 

1) Akta Pendirian PT Hutani Kalimantan Abadi Permai berdasarkan Akte No. 9 tanggal 27 
Januari 2000 oleh Notaris Handayati, S.H dengan SK.MEN.KEH RI No. C-837.HT.03. 
01-Th 1998 Tanggal 23 Desember 1998. 

2) Akta Perubahan Terakhir dengan Akte No. 34 tanggal 25 Juli 2025 oleh Notaris Rudy 
Limantara, SH dengan SK Menkum No. AHU-AHA.01.09-0317206 tanggal 28 Juli 2025 
dengan daftar perseroan No. AHU-0171419.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 28 Juli 2025 

3) NIB berbasis resiko No 9120012002183 tanggal 28 Oktober 2019; Kode KBLI 02121 
Pemanfaatan Kayu Hutan Alam 

4) NPWP atas nama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai No.  01.964.815.3-725.000 

 

b. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: Sampai dengan pelaksanaan audit penilikan ke-1 (kesatu), PT HKAP belum melakukan 

pemancanagan batas atau pemasangan tanda batas di lapangan. PT HKAP baru menyusun 
Rencana Tata Batas sesuai dengan dokumen Pernyataan No. 04/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 
tanggal 19 November 2014. 
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Di lapangan telah terdapat penandaan batas persekutuan yang telah dipancang yaitu batas 
persekutuan antara PT IKANI dengan PT HKAP sesuai dengan BAP Kesepekatan Penataan 
Batas Persekutuan tanggal 02 September 2020 

c. Verifier 1.1.3 : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable 
(NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 

NILAI : Not Applicable (N/A) 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai diverifikasi tidak dijumpai adanya 
penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian Kehutanan)  

d. Verifier 1.1.4 : Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: Pada areal PT HKAP diverifikasi tidak terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain dan 

seluruhnya merupakan areal yang dikelola dan dikuasai oleh PT HKAP 

Walaupun tata batas belum dilaksanakan, tetapi pada areal PBPH selama periode tahun 
2024-2025 tidak terdapat konflik seperti penyerobotan lahan atau pengakuan sepihak. 

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pada tidak ditemukan adanya kegiatan 
penguasaan lahan dan penggunaan areal oleh pihak lainnya baik untuk kegiatan 
perladangan, pemukiman maupun kegiatan lainnya 

Dengan demikian penguasaan areal PBPH di Hutan Produksi oleh PT Hutan Kalimantan 
Abadi Permai masih 100%. 

Nilai Kinerja Indikator 

1.1 
: 11/15x100% = 73,33%  = SEDANG 

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: Selama periode audit, visi dan misi PT HKAP telah ditetapkan sesuai dengan keputusan 

Direksi No. 002/A/HKAP-TS/I/2023, tanggal 10 Januari 2023 dan pembaruannya No. 
07/A/HKAP/I/2024, tanggal 10 Januari 2024 tentang Visi, Misi dan Tujuan PT HKAP.  

Dengan memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan 
dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian 
sosial berdasarkan peraturan yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Visi dan Misi PT 
HKAP telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi, aspek ekologi, 
dan aspek sosial. 

Visi dan misi PT HKAP telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat 
sekitar dengan bukti dokumen berita acara sosialisasinya. 

No Sasaran Dokumen Sosialisasi 

1 Karyawan BAP No. 06/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 03 

Februari 2024, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 29 Orang 

2 Karyawan BAP No. 06/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 05 
Februari 2025, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 28 Orang 

3 Masyarakat Long 
Buang 

BAP No. 22/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 12 
Februari 2024, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 28 Orang 

4 Long Yin BAP No. 14/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 05 

Februari 2024, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 20 Orang 
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5 Long Pelban BAP No. 38/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 19 
Februari 2024, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 30 Orang. 

6 Long Lejuh BAP No. 46/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 22 
Februari 2024, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 24 Orang. 

7 Long Lian BAP No. 30/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 17 

Februari 2024, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 24 Orang. 

8 Long Buang BAP No. 22/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 12 
Februari 2025, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 30 Orang 

9 Long Yin BAP No. 14/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 10 

Februari 2025, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 20 Orang 

10 Long Lian BAP No. 30/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 18 
Februari 2025, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 23 Orang. 

11 Long Lejuh BAP No. 46/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 24 
Februari 2025, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 23 Orang. 

12 Long Pelban BAP No. 38/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 21 

Februari 2025, dilampiri dengan foto dokumentasi dan 
daftar hadir sebanyak 31 Orang. 

 

  

b. Verifier 1.2.2 : Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Di dalam mengimplementasikan visi dan misinya, PT HKAP telah menetapkan strategi yang 
telah, sedang dan akan ditempuh dalam mewujudkan visi misinya. Strategi pencapaian visi 
dan misi PT HKAP berjumlah 9 (sembilan) sehingga pada masing-masingnya  bernilai 11%. 
Dengan membandingkan setiap implementasi pengelolaan hutan lestari pada aspek produksi, 
ekologi dan sosial dengan visi dan misi yang dicanangkan dinilai belum seluruhnya 
diimplementasikan di lapangan  di antaranya sebagai berikut : 

1. Strategi mewujudkan kepastian kawasan hutan melalui kegiatan penataan batas areal 
kerja yang memperoleh pengakuan para pihak, sampai dengan penilikan ke-1 S-PHL 
dinilai belum diimplementasikan dan baru dalam tahapan penyusunan dokumen 
rencana penataan batas pada tahun 2015. Implementasinya dinilai (0,25x11%=2,75%). 

2. Strategi melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku dalam bidang pemanfaatan hutan dinilai telah 
diimplementasikan dengan melengkapi aspek legalitas, dokumen lingkungan seperti 
AMDAL, RKL RPL, Dokumen Perencanaan seperti RKUPH dan RKTPH, 
Penatausahaan Hasil Hutan dan aspek lainnya, secara umum telah diimplementasikan 
dan tidak ada sanksi maupun teguran dari instansi terkait. Implementasinya dinilai 
(1,0x11%=11%). 

3. Strategi membangun dan menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 yang 
terintegrasi dalam sistem pengelolaan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan 
alam produksi lestari (PHAPL), yang didukung oleh instrumen kelembagaan dan 
sumber daya manusia dan profesional, berwawasan global dan memiliki keunggulan 
kompetitif dalam memasuki era persaingan bebas di masa yang akan datang 
diverifikasi, diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan lingkungan dan manajeman 
limbah, namun belum sepenuhnya dan PT HKAP belum mendapatkan sertifikat ISO 
14001. Implementasinya dinilai (0,25x11%=2,75%). 
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4. Strategi mempertahankan keanekaragaman hayati flora dan fauna, termasuk jenis-jenis 
yang langka, jarang, dan terancam punah berdasarkan prinsip konservasi lingkungan 
hidup, telah diimplementasikan dengan mengalokasikan kawasan dilindungi, melakukan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan, melakukan sosialisasi dan membuat papan 
himbauan dan larangan, menerapkan penebangan berdampak rendah dan lainnya. 
Implementasinya dinilai (0,80x11%=8,80%).  

5. Strategi mengalokasikan dana yang memadai guna mendukung upaya pencapaian 
kinerja pengelolaan hutan lestari, baik dalam bidang produksi, pembinaan hutan, 
pengelolaan lingkungan dan sosial, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, telah diimplementasikan dalam penyediaan dana yang 
cukup dan terus berjalannya kegiatan operasional di lapangan. Implementasinya dinilai 
(0,80x11%=8,80%). 

6. Strategi untuk berupaya membuka kesempatan kerja, peluang berusaha dan 
melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat (Community Development), serta 
membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar hutan sebagai 
bagian integral dari sistem pengelolaan hutan secara lestari, telah diimplementasikan 
dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan 
pihak ketiga dan pelaksanaan CD/ CSR serta kelola sosial lainnya. Implementasinya 
dinilai (0,80x11%=8,80%). 

7. Strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, wawasan, serta ilmu 
dari sumber daya manusia di lapangan melalui kegiatan pelatihan dinilai telah 
diimplementasikan dengan merencanakan peningkatan kompetensi karyawan melalui 
program pelatihan. Implementasinya dinilai (0,75x11%=8,25%). 

8. Strategi menerapkan teknik-teknik pengelolaan hutan di lapangan dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi modern untuk mewujudkan suatu pengelolaan 
hutan secara efisien, ramah lingkungan dan mampu mengakomodasikan hak-hak dan 
kepentingan masyarakat setempat, diimplementasikan dalam bentuk penerapan sistem 
silvikultur TPTI dan SILIN, Penerapan penebangan berdampak rendah, penerapan 
sistem informasi berbasis IT, pelaporan online dan lain-lain. Implementasinya dinilai 
(0,75x11%=8,25%).  

9. Strategi mengupayakan pencapaian sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari 
(sustainable forest management) baik dalam skema mandatory maupun voluntary, telah 
diimplementasikan dengan mendapatkan sertifikat PHL dengan nilai BAIK. 
Implementasinya dinilai (0,90x12%=10,80%). 

Dengan demikian implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT HKAP telah 
dijalankan mengarah kepada visi dan misi dengan menerapkan strategi implementasi visi dan 
misi telah dijalankan walaupun belum sepenuhnya diimplementasikan.  Manajemen PT HKAP 
telah mengimplementasikan kegiatan pengelolan hutan lestari mengarah kepada visi dan misi 
dengan penerapan/ implementasi sebesar 70,20%. 

Nilai Kinerja Indikator 
1.2 

: 7/9x100% = 77,78%  = SEDANG 

3. Indikator 1.3 : Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang 
kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan 
untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan 

hutan yang lestari 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: PBPH PT HKAP telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari yang 

ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan No. 54/A/HKAP-TS/X/2023 tanggal 8 Oktober 
2023 dan pembaruannya pada tahun 2024 sesuai dengan SK, Bagan Struktur Organisasi dan 
job description terkini, No. 011/A/HKAP-TS/1/2024 tanggal 16 Januari 2024. 

Secara umum struktur organisasi PT HKAP dinilai telah menunjang untuk merealisasikan visi 
dan misi terkait pengelolaan hutan lestari. 
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b. Verifier 1.3.2 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis 
menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan 
pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT HKAP sampai dengan saat audit 
sebagai berikut : 

1) Sarjana Kehutanan : 

- Total dimiliki saat ini 12 (duabelas) orang. 

- Bertugas di lapangan sejumlah 12 (duabelas) orang dengan penempatan tersebar di 
bagian operasional lapangan seperti SPI, Manager Camp, Perencanaan Hutan, 
Produksi, Logistik, TUK, Pembinaan Hutan, dan Pemanenan Hutan. 

2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) : 

- Total dimiliki saat ini 2 (dua) orang. 

- Bertugas di lapangan sejumlah 1 (satu) orang pada bagian Perpetaan. 

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) saat audit : 

No. 
Kompetensi 
GANISPH 

JUMLAH 

RKUPH RKT 2025 
Analisis 

Beban Kerja 
Realisasi 

1. Kurpet 1 1 1 2 

2. Canhut 2 2 2 1 

3. Binhut 2 2 2 3 

4. Nenhut 2 2 2 1 

5. PKB 2 6 6 7 

 Jumlah 9 13 13 14 

4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk 

GANISPH tersedia.  

c. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk 
untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT HKAP dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan 
secara periodik per tahun sebagai berikut : 

1) Pada tahun 2024 PT HKAP merencanakan 8 orang untuk peningkatan kompetensi 
berupa Bimtek dan Sosialisasi dan terealisasi sebesar 2 orang pada tahun 2024 atau 
sebesar 25% berupa pelatihan/ Bimtek GANISPH dan Diklat GANISPH PKB. 

2) Pada tahun 2025 PT HKAP merencanakan 19 orang untuk peningkatan kompetensi 
berupa Bimtek, Sosialisasi, Pelatihan Dalkarhutla, Pelatihan SILIN dan  Diklat GANISPH 
dan telah direalisasikan seluruhnya sebanyak 19 orang  atau sebesar 100%. 

Realisasi peningkatan kompetensi rata-rata sebesar (25%+100%)/2 = 62,5% dari yang 
direncanakan 

d. Verifier 1.3.4 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 
kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya merupakan tenaga 
tetap PBPH PT HKAP dan diverifikasi : 

1. Ijazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi tersedia keseluruhan. 

2. Kartu GANISPH diverifikasi telah lengkap sesuai data pada sistem SIGANISHUT. 

3. SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap, telah mendapatkan SK 
Persetujuan Penugasan dari BPHL Wilayah XIII Samarinda 

4. SK Penempatan GANISPH diverifikasi tersedia lengkap 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 8 dari 59 
 

5. Sertifikat Kompetensi GANISPH PT HKAP diverifikasi lengkap. 

6. Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi sebagian tidak terdapat dalam daftar 
karyawan yang bertugas di PT HKAP.  

7. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, 
fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan 
kewajiban dalam peraturan perusahaan.  

Nilai Kinerja Indikator 

1.3 
: 19/21x100% = 90,48%  = BAIK 

4. Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 

Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan 
Pencapaian (Kegiatan) Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah membangun dan memilki sistem informasi 
berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen, dan telah beroperasional 
secara efektif, meliputi : 

1) Ketersediaan aplikasi atau program terkait administrasi dan operasional dengan sistem 
informasi berbasis IT menggunakan aplikasi yang biasa digunakan seperti email, 
program pengilahan data dan laporan serta aplikasi pelaporan dari kementarian 
kehutanan. 

2) Ketersediaan perangkat Sistem Informasi seperti peralatan komputer, laptop, Modem, 
dan radio komunikasi untuk komunikasi dan pengiriman informasi, data, pengolahan 
data, penyusunan dan pembuatan laporan baik internal maupun pelaporan eksternal. 

3) Keberadaan jaringan internet di basecamp PT HKAP menggunakan jaringan starlink, 
untuk kepentingan komunikasi, pengiriman data dan informasi serta laporan dinilai baik 

4) Keberadaan Operator pada masing-masing peralatan komunikasi yang bertugas untuk 
menerima dan mengirimkan dan mengolah data dan informasi dan menyajikannya 
menjadi laporan yang siap digunakan. 

5) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang dijadikan sarana 
untuk berbagi data dan informasi lainnya.  

b. Verifier 1.4.2 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: SPI PT HKAP telah ditunjuk sesuai dengan keputusan Direktur Utama No. 54/ A/HKAP-

TS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 dan perubahannya sesuai keputusan No. 05/A/HKAP-
TS/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dengan menunjuk petugas pelaksana SPI atas nama Heru 
Santoso, S.Hut. 

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan SPI diketahui bahwa SPI PT HKAP telah 
melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi selama periode audit dan dinilai masih belum 
efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari. Kegiatan SPI 
yang dilakukan hanya menegaskan temuan temuan hasil audit sertifikasi PHL oleh LPVI 
sebelumnya dan tidak mengacu kepada ketentuan dan SOP yang seharusnya dipedomani 
oleh yang diperiksa.   

c. Verifier 1.4.3 : Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi. 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Hasil analisis terhadap laporan SPI PT HKAP menunjukan bahwa hasil temuan SPI belum 
ditindaklanjuti oleh auditi atau bagian yang diperiksa. PT HKAP tidak memiliki dokumen yang 
menunjukan bahwa hasil temuan SPI apakah sudah ditindaklanjuti di lapangan baik temuan 
maupun saran dan tindaklanjutnya. 

Hasil temuan SPI pada periode audit dinilai belum ditindaklanjuti seluruhnya dengan 
menyertakan bukti tindakan perbaikan berupa foto dokumentasi di lapangan 
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d. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan 
instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menunjuk personel sebagai operator atau tenaga 

pelaksana sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Kementerian Kehutanan) meliputi : 

No. 
Nama Sistem 

Informasi 
Tenaga Pelaksana SK Direksi 

1 SIPASHUT Aswan, A.Md. No. 25A/HKAP-TS/I/2024 tgl 25/01/2024 

2 SIPUHH  Rini Perwati, S.Hut. No. 1/A/HKAP-TS/I/2024 tgl 05/01/2024 

3 SIPNBP Rini Perwati, S.Hut. No. 2/A/HKAP-TS/I/2024 tgl 05/01/2024 

4 SIGANISHUT Gandi Warisman No. 4/A/HKAP-TS/I/2025 tgl 15/01/2025 

5 SIPONGI Aswan, A.Md. No. 26A/HKAP-TS/I/2024 tgl 25/01/2024 

6 SIPATOK Rini Perwati, S.Hut. No. 33/A/HKAP-TS/VIII/2025 tgl 10/07/2025 

7 SIMPEL/ 
SPEED 

- - 

 

Hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM yang dilakukan oleh PT 
Hutani Kalimantan Abadi Permai menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pada SIM 
Kementarian LHK (Kehutanan) diverifikasi telah patuh dilaporkan tepat waktu setiap 
bulannya, namun pengisian laporan masih belum lengkap. 

Nilai Kinerja Indikator 
1.4 

: 14/21x100% = 66,67%  = SEDANG 

5. Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, 
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menyusun dan 
menetapkan RKT, masing-masing untuk tahun 2024 dan 2025 

Terdapat 3 (tiga) desa binaan terdampak yang tercantum dalam dokumen RKTPH tahun 
2024 dan RKTPH 2025 yaitu : 

1) Desa Long Buang Kec. Peso Kab. Bulungan 
2) Desa Long Yin Kec. Peso Kab. Bulungan 
3) Desa Long Pelban Kec. Peso Kab. Bulungan 

Kegiatan operasional RKT telah dilakukan pemberian informasi yang memadai kepada 
masyarakat desa terdampak operasional melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat 
desa terdampak sebagai berikut : 

No Tahun RKT Desa Dokumen Sosialisasi 

1 RKT 2024 Long Buang BAP No. 21/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 
tanggal 12 Februari 2024, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 28 Orang 

  Long Yin BAP No. 13/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 
tanggal 05 Februari 2024, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 20 Orang 
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  Long Pelban BAP No. 37/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 
tanggal 19 Februari 2024, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 30 Orang. 

  Long Lejuh BAP No. 45/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 
tanggal 22 Februari 2024, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 24 Orang. 

  Long Lian BAP No. 29/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 
tanggal 17 Februari 2024, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 24 Orang. 

2 RKT 2025 Long Buang BAP No. 21/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 
tanggal 12 Februari 2025, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 30 Orang 

  Long Yin BAP No. 13/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 
tanggal 10 Februari 2025, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 20 Orang 

  Long Lian BAP No. 29/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 
tanggal 18 Februari 2025, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 23 Orang. 

  Long Lejuh BAP No. 45/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 
tanggal 24 Februari 2025, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 23 Orang. 

  Long Pelban BAP No. 37/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 
tanggal 21 Februari 2025, dilampiri dengan 
foto dokumentasi dan daftar hadir 
sebanyak 31 Orang. 

 

 

b. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat diperoleh dalam 
bentuk terlaksananya kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung di areal PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi RKT menjelaskan 
juga materi tentang keberadaan kawasan dilindungi dan tidak ditebang pada areal RKT PT 
Hutani Kalimantan Abadi Permai. Di samping itu kegiatan pemberian informasi tentang 
kawasan lindung juga dilakukan pada saat melakukan sosialisasi visi misi perusahaan. 

Di dalam areal produksi RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025 terdapat lokasi yang ditandai 
sebagai areal yang tidak ditebang berupa sempadan sungai Luu dan areal KPPN. Lokasi 
tersebut telah ditandai di lapangan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat sesuai 
dengan berita acara sebagai berikut : 

No Tahun Desa Dokumen Sosialisasi KL 

1 2024 Long Buang BAP No. 17/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024, tanggal 
12 Februari 2024 sosialisasi flora dan fauna 
dilindungi, dan  BAP No. 18/BA-SOS/HKAP-
PNG/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, sosialisasi 
kawasan lindung dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 28 Orang 
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  Long Yin BAP No. 11/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 
05 Februari 2024, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 20 Orang 

  Long 
Pelban 

BAP No. 33/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 
19 Februari 2024; dan 

BAP No. 35/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 
19 Februari 2024, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 30 Orang. 

  Long Lejuh BAP No. 43/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 
22 Februari 2024, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 24 Orang. 

  Long Lian BAP No. 27/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2024 tanggal 
17 Februari 2024, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 24 Orang. 

2 2025 Long Buang BAP No. 19/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 

12 Februari 2025, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 30 Orang 

  Long Yin BAP No. 11/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 
10 Februari 2025, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 20 Orang 

  Long Lian BAP No. 27/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 

18 Februari 2025, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 23 Orang. 

  Long Lejuh BAP No. 43/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 
24 Februari 2025, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 23 Orang. 

  Long 
Pelban 

BAP No. 35/BA-SOS/HKAP-PNG/II/2025 tanggal 
21 Februari 2025, dilampiri dengan foto 
dokumentasi dan daftar hadir sebanyak 31 Orang. 

 

 

Nilai Kinerja Indikator 
1.5 

: 9/9x100% = 100,00%  = BAIK 

 

 

B. Aspek PRODUKSI 

 

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang 

berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Selama periode audit PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen rencana 
jangka panjang berupa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 2029. 
Sampai dengan audit penilikan ke-1 ini tidak terdapat perubahan dokumen rencana jangka 
panjang. 

b) Dokumen RKUPHHK-HA PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah dilengkapi dengan 
Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya dengan informasi sebagai berikut :  

- Telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor SK.461/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020, ditetapkan di Jakarta 
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pada tanggal 3 Februari 2020 oleh Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., Plt Direktur 
Jenderal a.n. Menteri Lingkungan Hdup dan Kehutanan  

- Sistem silvikultur yang digunakan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan etat 
luas maksimum 10.079 ha/10 tahun dan etat volume maksimum 600.921 m3/10 tahun 

c) Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat perubahan blok tebangan dalam RKUPH Periode 
Tahun 2020 – 2029 dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan sesuai surat No. 
S.414/PHL/PUPH/PHL.03.03/B/10/2025 tanggal 18 Oktober 2025 dengan perubahan blok 
sebagai berikut :  

- Blok RKTPH Tahun 2020 – 2025 = Tetap 

- Blok RKTPH Tahun 2026 menjadi 2028 

- Blok RKTPH Tahun 2027 menjadi 2029 

- Blok RKTPH Tahun 2028 menjadi 2026 

- Blok RKTPH Tahun 2029 menjadi 2027 

b. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang  

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Selama periode audit PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen rencana 
jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2020 – 2029 serta telah 
menerbitkan RKTPH setiap tahunnya. 

b) Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) dengan 
dokumen rencana jangka panjang pada usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan 
selama periode audit sebagai berikut : 

Tahun 
Luas (Ha) Posisi (Blok) 

RKU RKT Kesesuaian RKU RKT Kesesuaian 

2023 1.018 1.018 100 % XIV XIV 100 % 

2024 972 972 100 % XV XV 100 % 

2025 992 992 100 % XVI XVI 100 % 

Tingkat kesesuaian luas dan posisi penataan areal kerja (blok RKT) > 90 % sesuai dengan 
dokumen Rencana jangka panjang  

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%) 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai menerbitkan RKT setiap tahunnya selama periode 
audit. Implementasi pemanfaatan hutan yang dilakukan adalah usaha pemanfaatan kayu 
tumbuh alami (hutan alam) 

b) Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat berita acara pelaksanaan kegiatan penataan 
areal kerja (PAK) untuk RKT tahun 2024 & 2025 sebagai berikut : 

- BA Pelaksanaan PAK Blok RKT 2024 No. I/BA-PAK/CANHUT/HKAP-PNG/III/2023 
tanggal 28 Maret 2023  

- BA Pelaksanaan PAK Blok RKT 2025 No. I/BA-PAK/CANHUT/HKAP-PNG/III/2024  
tanggal 2 Maret 2024  

c) Pada kegiatan audit penilikan ke-1 ini, dilakukan observasi lapangan pada blok RKT 2024 
dan blok RKT 2025 secara sampling dengan hasil sebagai berikut : 

1) Uji Petik Penandaan Batas Blok RKT 2024 dengan Blok RKT 2023 di Petak M16 
dengan jarak ± 800 meter dari total batas blok RKT 2024 sepanjang 15.152 meter  (> 
5% panjang batas blok) dan uji petik penandaan petak kerja menunjukkan bahwa 
seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan meliputi pemasangan plang RKT 2024, 
plang batas blok RKT 2024 dengan RKT 2023, batas blok RKT berupa tiga polet 
merah, identitas petak dan batas petak tebangan berupa dua polet merah 

2) Uji Petik Penandaan Batas Batas Blok RKT 2025 dengan Blok RKT 2024 di Petak N14 
dengan jarak ± 800 meter dari total batas blok RKT 2025 sepanjang 15.684 meter  (> 
5% panjang batas blok) dan uji petik penandaan petak kerja menunjukkan bahwa 
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seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan meliputi pemasangan plang RKT 2025, 
plang batas blok RKT 2025 dengan RKT 2024, batas blok RKT berupa tiga polet 
merah, identitas petak dan batas petak tebangan berupa dua polet merah  

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: 12 / 12 x 100 % = 100 % BAIK ( 3 ) 

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  pemanfaatan kawasan hutan, 

dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) 

yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan RKT selama periode audit dan realisasi pemanfaatan hutan yang dilakukan, 

PT Hutani Kalimantan Abadi Permai melaksanakan pemanfaatan hutan berupa 
pemanfaatan hasil hutan kayu alam. Terdapat data potensi pemanfaatan hutan berupa 
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Laporan Hasil Cruising (LHC) / ITSP 

b) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melaksanakan IHMB pada tahun 2019. 
Dokumen IHMB lengkap, meliputi Buku dan Lampirannya meliputi tally sheet IHMB, 
analisa sediaan tegakan hasil IHMB, sediaan tegakan per petak IHMB, alat bantu IHMB, 
rencana dan realisasi IHMB, kumpulan peta hasil IHMB dan file elektronik hasil IHMB. 

Laporan Hasil IHMB telah dievaluasi oleh Wasganis BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Utara melalui surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor 
S.14/BPHP.XI-2/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang diantaranya disebutkan bahwa Hasil 
IHMB dapat digunakan untuk menyusun RKUPHHK-HA. 

c) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melaksanakan kegiatan ITSP sebelum 
menerbitkan dokumen RKTPH. Tersedia dokumen ITSP / Cruising dan implementasinya di 
lapangan selama periode audit dan telah dilengkapi dengan peta sebaran pohon. 

d) Berdasarkan RKUPH, ITSP / Cruising dan RKT yang diterbitkan Rencana Pemanfaatan 
tidak melebihi data potensi ITSP dan jatah tebang tahunan maksimal yang tercantum 
dalam RKUPH 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan 

hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai menerapkan sistem silvikultur tebang pilih tanam 
indonesia (TPTI) dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu alam.  

b) Untuk mengetahui daya dukung hasil hutan kayu alamnya, PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai telah melakukan pengukuran pada Petak Ukur Permanen (PUP) untuk 
mendapatkan data pertumbuhan riap tegakan serta volume jatah tebang tahunannya. 

c) Sampai dengan audit penilikan ke-1 ini telah dilakukan pengukuran PUP yang 
dilaksanakan setiap tahunnya mulai tahun 2023 s.d 2025, lokasi PUP berada di bekas blok 
tebangan tahun 2022 dengan jumlah plot sebayak 6 buah seluas 24 Ha. Informasi / data 
yang didapat dari hasil pengukuran PUP antara lain jumlah dan jenis pohon, keliling / 
diameter, tinggi pohon, tinggi pangkal tajuk dan volume pohon. 

d) Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan, rencana produksi ditetapkan 
berdasarkan data standing stock yang mencerminkan kemampuan daya dukung sumber 
daya hutan yang dikelola dimana volume produksi tidak melebihi target volume 
sebagaimana tercantum dalam RKUPH Periode 2020 – 2029 dengan asumsi riap tegakan 
yang digunakan sebesar 1,749 m3/ha/tahun (angka riap berdasarkan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan). Asumsi riap tersebut belum didasarkan pada hasil 
pengukuran riap pada PUP di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sehingga 
penggunaan asumsi riap tersebut belum mencerminkan riap yang sebenarnya 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: 7 / 9 x 100 % = 77,78 % SEDANG ( 2 ) 
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3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan RKUPH yang dimiliki, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai melaksanakan 
usaha pemanfaatan hutan menggunakan sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia 
(TPTI). Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur TPTI, perusahaan telah menyusun 
SOP yang secara umum telah mengacu pada prinsip / pedoman dalam PermenLHK No. 8 
Tahun 2021 untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya. 

b) Hasil telaah terhadap SOP yang dimiliki terhadap prinsip / pedoman serta pemanfaatan 
hutan yang dijalankan adalah tersedia lengkap SOP setiap tahapan kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan kayu alam dengan sistem silvikultur THPB meliputi : PAK, ITSP, PWH, 
Pemanenan, Penanaman & Pemeliharaan Tanaman dan Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan, namun demikian terdapat sebagian SOP yang isinya belum lengkap meliputi :  

- SOP Penanaman dan Pemeliharaan : Baik SOP maupun IK belum memuat variasi 
jadwal dan intensitas pemeliharaan 

- SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan : Belum memuat ketentuan pengamanan 
hutan dari kegiatan perburuan flora fauna 

b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki SOP pada setiap tahapan kegiatan 
pemanfaatan hutannya 

b) Hasil telaah terhadap implementasi SOP pada masing-masing tahapan kegiatan di 
lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar implementasi telah dilaksanakan sesuai 
SOP, namun demikan terdapat sebagian implementasi tahapan kegiatan yang belum 
sesuai dengan SOP antara lain :  

- ITSP : Peta penyebaran pohon yang dibuat belum memuat informasi pohon ditebang, 
pohon inti dan pohon yang dilindungi 

- PWH : pemeliharaan jalan dan jembatan belum dilakukan secara optimal sehingga 
lokasi penanaman SILIN tahun 2025 pada Blok RKT 2023 sebagian tidak dapat 
dijangkau 

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan : masih dijumpai perburuan satwa dengan 
menggunakan senapan di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, sebagian regu 
dalkarhutla belum mengikuti pelatihan dari instansi yang berwenang dan sarana 
darkarhutla belum mencukupi sesuai ketentuan  

c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian 

hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Selama periode audit PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melaksanakan 
kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya  

b) Rencana dan realisasi penanaman selama periode tahun 2023 s.d 2025 berdasarkan data 
yang dilaporkan dalam SIPASHUT dan/atau Berita Acara Penanaman yang dibuat adalah 
sebagai berikut :   

Penanaman 
2023 (Ha) 2024 (Ha) 2025 (Ha) 

Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi 

Pengayaan 23.52 23,52 23,34 23,34 36,13 36,13 

SILIN 55,00 55,00 54,00 54,00 63,00 63,00 

Ka-Ki Jalan 14,73 14,73 - - 24,87 24,87 
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Rehabilitasi 10,08 10,08 10,03 7,88 15,48 15,48 

Tanah Kosong 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

TOTAL 105,33 105,33 89,37 87,22 141,48 141,48 

Pencapaian 100 % 97,59 % 100 % 

c) Realisasi penanaman tahun 2023 s.d 2025 yang dilaporkan mencapai > 80 % dari rencana 

RKTPH dan hasil uji petik di lapangan pada lokasi penanaman SILIN Tahun 2025 di Blok 
RKT 2023 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian jenis tanaman, sistem penanaman, 
panjang dan jumlah jalur dengan data yang dilaporkan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: 12 / 15 x 100 % = 80,00 % SEDANG ( 2 ) 

 

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik  

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah 
lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya yaitu : SOP Reduced Impact Logging, No. 
Dok. HKAP/PL/446.32 Rev. 3 tanggal 9 Februari 2024 

b) Hasil telaah kesesuaian isi prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang dimiliki 
PT Hutani Kalimantan Abadi Permai menunjukkan bahwa prosedur telah memuat 
ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam Lampiran XIV PermenLHK No. 8 tahun 
2021 terkait pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / reduced 
impact logging 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah 
lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya. Implementasi penerapan teknologi ramah 
lingkungan yang telah dilakukan antara lain :  

No.  Kegiatan Hasil observasi di lapangan  Kesesuaian 

1. Perencanaan 

Pemanenan 

Telah dibuat peta sebaran pohon pada setiap 

petak namun belum memuat informasi pohon 
ditebang, pohon inti dan pohon yang dilindungi 

Tidak Sesuai 

Terdapat barcode pada pohon yang akan 
ditebang 

Sesuai 

2. Pelaksanaan 
Pemanenan 

Takik rebah, takik balas dan penentuan arah 
rebah sesuai ketentuan 

Sesuai 

Tidak terdapat limbah B3 / tidak ada tumpahan 

oli di petak kerja 
Sesuai 

Jalan sarad dibuat dengan lebar sesuai 
ketentuan (≤ 4 meter)  

Sesuai 

3. Paska 
Pemanenan 

Telah dibuat guludan pada areal bekas jalad 
sarad dengan kemiringan yang curam 

Sesuai 

Telah dilakukan penanaman dan pemeliharaan 
tanaman pada lokasi eks TPn dan bekas jalan 
sarad, namun demikian kegiatan pemeliharaan 
belum didasarkan pada pertimbangan jenis 
tanaman, kondisi lahan, lokasi penanaman dan 
metode penanaman yang dilakukan  

Tidak Sesuai 
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Penerapan SOP Teknologi Ramah Lingkungan telah dilakukan pada usaha pemanfaatan hutan 
namun sebagian belum sesuai dengan SOP / Pedoman RIL 

c. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu alam 

b) Untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT (semai, pancang, 
tiang, pohon) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melakukan pengukuran kerusakan 
tegakan tinggal dengan membuat petak ukur dengan ukuran 20 x 20 meter pada areal 
yang terdapat kegiatan penebangan. 

c) Berdasarkan pengukuran kerusakan tegakan tinggal di areal bekas tebangan pada blok 
RKT Tahun 2023 sebanyak 4 plot dan blok RKT Tahun 2024 sebanyak 2 plot, diperoleh 
tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut :   

Lokasi Tegakan TT TR 
Persentase 
Kerusakan 

Rata-rata 

Blok RKT 2023 

(4 plot) 

Semai 127 18 14,17 % 

10,43 % 
Pancang 159 17 10,69 % 

Tiang 89 9 10,11 % 

Pohon 89 6 6,74 % 

Blok RKT 2024 

(2 plot) 

Semai 131 9 6,87 % 

8,14 % 
Pancang 91 5 5,49 % 

Tiang 54 6 11,11 % 

Pohon 55 5 9,09 % 

Rata-rata kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 9,29 % 

Keterangan : TT = Tegakan Tinggal ; TR = Tegakan Rusak 

Rata-rata kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT adalah 9,29 % ( < 20 % ) 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: 13 / 15 x 100 % = 86,67 % BAIK ( 3 ) 

 

5. Indikator 2.5 : Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 

dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Selama periode audit PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menerbitkan dokumen 
RKTPH setiap tahunnya 

b) Seluruh RKTPH yang ditertbitkan telah lengkap meliputi SK RKTPH, Dokumen RKTPH dan 
Peta RKTPH 

c) Jenis usaha pemanfaatan hutan yang direncanakan adalah pemanfaatan hasil hutan kayu 
tumbuh alami (hutan alam) yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi IHMB dan ITSP. 
Dokumen RKTPH selama periode audit sebagai berikut : 

RKT 
Tahun 

Surat Keputusan Jenis Usaha 
Pemanfaatan Hutan 

2023 Keputusan Direktur Utama PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai No. 005/SK/HKAP-
TS/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang  
persetujuan RKTPH Tahun 2023 

Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh 
Alami (Hutan Alam) 
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2024 Keputusan Direktur Utama PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai No. 010/SK/HKAP-
TS/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang  
persetujuan RKTPH Tahun 2024 

Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh 
Alami (Hutan Alam) 

2025 Keputusan Direktur Utama PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai No. 10/SK/HKAP-
TS/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang  
persetujuan RKTPH Tahun 2025 

Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh 
Alami (Hutan Alam) 

Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian dan sesuai dengan hasil inventarisasi di 
lapangan 

b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah membuat peta rencana kerja tahunan selama 
periode audit. Peta dibuat oleh personil GanisPH Kurpet, Diperiksa oleh Direktur dan 
Manager Camp dan diketahui oleh Direktur Utama Perusahaan 

b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai juga 
dilengkapi dengan peta kerja antara lain : 

- Peta Penataan Areal Kerja Blok URKT 2025 dengan skala 1 : 10.000 

- Peta Pembukaan Wilayah Hutan Blok RKT 2025 dengan skala 1 : 10.000 

- Peta Pemanenan Blok RKT 2024 dengan skala 1 : 10.000 

- Peta ITSP Blok URKT 2025 dengan skala 1 : 10.000 

- Peta Lokasi TPn Blok RKT 2024 dengan skala 1 : 10.000 

- Peta Penyebaran Pohon Petak I15 Blok RKT 2024 dengan skala 1 : 1.500 

c) Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah sesuai dengan 
peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi seperti Kebun 
Benih, Sempadan Sungai dan Buffer Zone Hutan Lindung 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan 

hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan observasi di lapangan, telah dilaksanakan penandaan pada blok RKT 2024 dan 
2025 seperti pemasangan plang RKT, pemasangan papan identitas petak dan penandaan 
berupa polet warna merah pada tegakan untuk batas petak maupun batas blok RKT. 

b) Penandaan di lapangan juga telah dilakukan termasuk pada kawasan lindung yaitu :  

- Pada titik koordinat N 2˚ 37’ 8.671”, E 116˚ 34’ 56.418” terdapat penandaan kawasan 
lindung Sempadan Sungai Kipa Kiri yang berbatasan dengan Blok RKT 2025. 
Penandaan batas berupa polet warna merah pada tegakan dan patok / pal berwarna 
putih bertuliskan SPD. 

- Pada titik koordinat N 2˚ 38’ 05.4”, E 116˚ 30’ 58.1” terdapat penandaan kawasan 
lindung Sempadan Sungai Besahan yang berbatasan dengan Blok RKT 2024. 
Penandaan batas berupa polet warna merah pada tegakan dan patok / pal berwarna 
putih bertuliskan SPD 

- Pada titik koordinat N 2˚ 37’ 13.225”, E 116˚ 34’ 53.073” terdapat penandaan kawasan 
lindung Buffer Zone Hutan Lindung yang berbatasan dengan Blok RKT 2025. 
Penandaan batas berupa polet warna merah pada tegakan dan patok / pal berwarna 
putih bertuliskan BZHL  

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek  

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Selama periode audit, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melakukan kegiatan 

produksi / pemanenan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, berupa usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam)  
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b) Hasil observasi di lapangan menunjukkan penebangan dilaksanakan pada petak tebangan 
dalam blok RKTPH yang telah disahkan / disetujui. 

c) Berdasarkan laporan hasil produksi periode tahun 2023 s.d 2025, pencapaian volume 
produksi selama periode tersebut adalah sebagai berikut : 

RKT Rencana Realisasi Pencapaian 

Luas Volume Luas Volume Luas Volume 

2023 1.018 30.113 794 23.515 78,00 % 78,09 % 

2024 972 27.582 588 16.664 60,49 % 60,42 % 

2025 992 31.151 856 26.894 86,29 % 86,33 % 

Rata-rata pencapaian 74,93 % 74,95 % 

d) Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan RKTPH dengan rata-rata 
pencapaian realisasi volume produksi selama tahun 2023 s.d 2025 sebesar 74,95 % atau 
berada pada range ≥ 50% - < 80% dari yang direncanakan. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: 16 / 18 x 100 % = 88,89 % BAIK ( 3 ) 

 

 

6. Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang 
dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah 
diaudit oleh akuntan publik)  

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Tersedia laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang memuat 

laporan posisi keuangan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai selama periode tahun 2023 & 
2024 sebagai berikut : 

- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan laporan auditor 
independen No. 00049/2.1371/AU.2/01/1770-2/1/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 oleh 
Kantor Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani & Rekan. 

- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan laporan auditor 
independen No. 00038/2.1371/AU.2/01/1770-3/1/IV/2025 tanggal 23 April 2024 oleh 
Kantor Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani & Rekan. 

b) Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT Hutani Kalimantan Abadi Permai selama 
periode tahun 2023 & 2024  berdasarkan neraca keuangan dan laporan laba rugi yang 
disusun oleh Kantor Akuntan Publik diperoleh hasil sebagai berikut : 

No Parameter 2023 2024 

1. Likuiditas > 150%  100 - 150% 

2. Solvabilitas > 150%  > 150%  

3. Profitabilitas Positif Positif 

4. Opini Wajar Wajar 

c) Opini / Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan periode tahun 
2023 & 2024 adalah wajar dengan parameter Profitabilitas Positif, Solvabilitas > 150 % 
namun sebagian nilai Likuiditas antara 100 - 150 % 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 
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Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a. PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki laporan rencana dan anggaran perusahaan 
(RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 yang disusun oleh Direktur Utama Perusahaan serta 
telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. 

b. RKAP PT Hutani Kalimantan Abadi Permai disusun berdasarkan sistem akuntansi 
kehutanan yang telah diberlakukan seperti pada pedoman standar akuntansi kehutanan 
(PSAK) dan pedoman laporan keuangan (Dolapkeu). 

c. Hasil analisis perbedaan alokasi dana PAK, ITSP, Pembinaan Hutan, Pemenuhan 
Kewajiban Kepada Negara, Pemenuhan Kewajiban Kelola Sosial, Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan dan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan RKAP tahun 2023 
dan 2024 adalah sebagai berikut  

- Tahun 2023 : Perbedaan 27,43 % 

- Tahun 2024 : Perbedaan 36,99 % 

d. Rata-rata alokasi dana selama periode 2023 dan 2024 untuk seluruh bidang kegiatan 
kurang proposional, perbedaan sebesar 32,21 % atau > 20% - 50% 

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited 

tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS) 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki laporan rencana dan anggaran perusahaan 
(RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 yang disusun oleh Direktur Utama Perusahaan serta 
telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. 

b) RKAP PT Hutani Kalimantan Abadi Permai disusun berdasarkan sistem akuntansi 
kehutanan yang telah diberlakukan seperti pada pedoman standar akuntansi kehutanan 
(PSAK) dan pedoman laporan keuangan (Dolapkeu)  

c) Hasil analisis realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan meliputi PAK, ITSP, Pembinaan 
Hutan, Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara, Pemenuhan Kewajiban Kelola Sosial, 
Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan 
RKAP tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut : 

- Tahun 2023 : Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan mencukupi 113,53 % dari 
kebutuhan 

- Tahun 2024 : Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan mencukupi 70,33 % dari 
kebutuhan 

d) Berdasarkan realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 diperoleh 
rata-rata pencapaian sebesar 91,93 % atau > 80 % dari kebutuhan 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki laporan rencana dan anggaran perusahaan 
(RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 yang disusun oleh Direktur Utama Perusahaan serta 
telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. 

b) RKAP PT Hutani Kalimantan Abadi Permai disusun berdasarkan sistem akuntansi 
kehutanan yang telah diberlakukan seperti pada pedoman standar akuntansi kehutanan 
(PSAK) dan pedoman laporan keuangan (Dolapkeu).  

c) Hasil analisis realisasi pendanaan teknis kehutanan meliputi PAK, ITSP, Pembinaan Hutan 
dan Perlindungan & Pengamanan Hutan berdasarkan RKAP tahun 2023 dan 2024 dan 
realisasi output di lapangan adalah sebagai berikut : 

- Thn 2023 : Realisasi pendanaan teknis kehutanan mencukupi 99,32 % dari kebutuhan 

- Thn 2024 : Realisasi pendanaan teknis kehutanan mencukupi 100,34 % dari kebutuhan 

Realisasi output kegiatan di lapangan, selama tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat carry 
over kegiatan RKT sebelumnya, realisasi produksi tahun 2023 mencapai 78,09 % 
sedangkan tahun 2024 mencapai 60,42 % dan realisasi penanaman tahun 2023 dan 2024 
mencapai lebih dari 80 % sehingga disimpulkan bahwa realisasi pendanaan selama 
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periode tahun 2023 dan 2024 untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai 
dengan tata waktu dan output operasional kegiatan 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki laporan rencana dan anggaran perusahaan 

(RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 yang disusun oleh Direktur Utama Perusahaan serta 
telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. 

b) RKAP PT Hutani Kalimantan Abadi Permai disusun berdasarkan sistem akuntansi 
kehutanan yang telah diberlakukan seperti pada pedoman standar akuntansi kehutanan 
(PSAK) dan pedoman laporan keuangan (Dolapkeu). 

c) Berdasarkan RKAP yang dibuat, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah merencanakan 
anggaran untuk kegiatan yang memungkinkan modal ditanamkan (kembali) ke hutan 
meliputi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan & pengamanan hutan dan penelitian & 
pengembangan dengan pencapaian sebagai berikut :  

- Tahun 2023 : Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 99,07 % 

- Tahun 2024 : Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 101,46 % 

d) Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama periode tahun 2023 dan 2024 
mencapai > 80 % dari jumlah yang direncanakan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: 22 / 24 x 100 % = 91,67 % BAIK ( 3 ) 

 

 

C. Aspek EKOLOGI 

 

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 

Tinggi (ABKT) 

a. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta 
terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menetapkan kawasan yang dilindungi di 
dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Hutani Kalimantan 
Abadi Permai No. 058/A/HKAP-TS/XI/2024 tanggal 28 November 2024, meliputi: 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 

1. Buffer Zone Hutan  Lindung 3.053 

2. KPPN 659 

3. Sempadan Sungai 1.200 

 Total 4.912 

 

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPHHK-
HA Tahun 2020 Periode 2020 - 2029 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan SK.461/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 3 Februari 2020. 

c) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum memilki laporan hasil identifikasi ABKT. 

b. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi 
ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki kewajiban penandaan batas kawasan lindung 
s.d tahun 2025 sesuai blok RKT berjalan yaitu sepanjang 36,11 km. 

b) Realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d November 2025 yaitu tercapai 36,11 km 
(100%) dari total rencana 36,11 km. 

c) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait 
penataan batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai : 

- Sempadan Sungai Pangin Kecil berada di Blok RKTPH Tahun 2023 dijumpai 
penandaan berupa plang, patok SS (titik awal) dan cat merah polet 3 (///); 

- Buffer Zone Hutan Lindung S. Pin berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2025 
dijumpai penandaan berupa plang, cat merah polet 3 (///), serta dijumpai patok Hm 
interval jarak 100 m; 

- Sempadan Sungai Kipa Kiri berada di dalam Blok RKTPH Tahun 2025 dijumpai 
penandaan berupa plang, cat merah polet 3 (///), serta dijumpai patok Hm interval 
jarak 100 m; 

- Sempadan Sungai Besahan yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2024 
dijumpai penandaan berupa plang, cat merah polet 3 (///), serta dijumpai patok Hm 
interval jarak 100 m. 

c. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta 
RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode Tahun 2020 – 2029 dengan Peta Penafsiran Citra 
Satelit tahun 2025, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan 
Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 4.854 ha (98,82%) dari total luas 
kawasan lindung 4.192 ha. 

b) Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Hutani Kalimantan Abadi Permai terdapat 
kondisi non hutan yaitu semak pada sempadan sungai dengan luas 51 hektar, namun 
demikian PT HKAP belum memiliki perencanaan penanaman rehabilitasi di areal kawasan 
lindung pada tutupan non hutan tersebut. 

d. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini 
menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : NOT APPLICABLE 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode Tahun 2020 – 2029, diverifikasi 
jenis tanah yang terdapat di areal kerja PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai yaitu 
Podsolik Merah Kuning dan Litosol dan tidak terdapat tanah gambut, sehingga tidak diwajibkan 
pengelolaan tanah gambut sesuai RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode Tahun 2020 – 2029. 
Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). 

e. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: a) Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik semester I Tahun 2025 yang 

ditandatangani oleh Direktur Utama (Ir. Eddy Zulkarnaen) pada bulan Agustus 2025, 
diverifikasi terdapat perladangan di dalam areal PBPH PT HKAP dengan luas tidak sampai 
0,1% dari luas seluruh areal PBPH. Hasil wawancara dengan Ibnu Putranto (Kasi Ekologi 
dan Lingkungan), saat ini kondisi ladang sudah ditinggalkan oleh masyarakat (tidak ada 
aktivitas lagi). 

b) Berdasarkan pemeriksaan lapangan di kawasan lindung yaitu a) Buffer Zone Hutan Lindung 
S. Pin berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2025; b) Sempadan Sungai Kipa Kiri berada 
di dalam Blok RKTPH Tahun 2025; c) Sempadan Sungai Besahan yang berbatasan dengan 
Blok RKTPH Tahun 2024; d) Sempadan Sungai Kipa Kiri; e) Sempadan Sungai Kipa Kiri km 
25; f) Sempadan Sungai Stek Kanan Km 14; g) Sempadan Sungai Stek Kiri Km 7, 
diverifikasi kawasan lindung tersebut kondisi aman dan tidak terdapat gangguan/ aktifitas 
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masyarakat seperti perladangan, perkebunan, penambangan emas maupun illegal logging, 
sehingga kondisi kawasan lindung masih tetap terjaga dan sesuai dengan fungsinya. 

f. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang 
ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

 

: a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah 
dilakukan pada Buffer Zone HL dan Sempadan Sungai, sedangkan untuk KPPN belum 
masuk kewajiban pengelolaan periode RKUPHHK-HA Periode 2020-2029, namun demikian 
beberapa kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung belum optimal dilakukan oleh PT 
Hutani Kalimantan Abadi Permai; 

b) Selama rentang waktu audit PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah membuat laporan 
pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan RKL & RPL Semester II Tahun 
2023, Semester I & II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025. Laporan RKL & RPL telah 
disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, namun demikian ada 
pelaporan yang belum sesuai dengan tata waktunya yaitu Laporan Pelaksanaan RKL RPL 
periode Semester I Tahun 2025; 

c) Selain itu Penyampaian laporan RKL & RKL oleh PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 
belum dilakukan secara online via SIMPEL dikarenakan PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai belum membuat akun SIMPEL. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 
: (19 / 21) x 100% = 90,48% (BAIK) 

2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

a. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari 
perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman 
kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menyusun dan menetapkan SOP 
Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di 
dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut : 

No Jenis Gangguan Hutan Prosedur 

1.  Perambahan Kawasan, 
peladang berpindah 

Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Nomor 
Dokumen: HKAP/PL/446.20, Nomor Terbit/Revisi: A/3 , 
Tanggal Terbit: 23 Januari 2012, Tanggal Revisi : 9 Februari 
2024, Tanggal Distribusi : 12 April 2024. 

Prosedur telah mencantumkan acuan seperti PerMenLHK 
No. 8 Tahun 2021 dan PerMenLHK No. 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Namun demikian 
SOP belum mencantumkan referensi acuan teknis terkini 
sesuai regulasi, seperti: 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. 

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 
tentang Perlindungan Hutan. 

Selain itu SOP belum menjelaskan secara teknis kegiatan 
pengendalian perburuan. 

2.  Pemanenan atau 
penebangan tanpa izin, 
pencurian kayu 

3.  Perburuan flora dan fauna 

4.  Pencegahan dan 
pemadaman kebakaran 

Prosedur Pencegahan Kebakaran Hutan. Nomor Dokumen: 
HKAP/PL/446.34, Nomor Terbit/Revisi: A/6 , Tanggal Terbit: 
23 Januari 2012, Tanggal Revisi : 4 November 2024, Tanggal 
Distribusi : 13 Januari 2025. 

Prosedur telah mencantumkan PerMenLHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 dan PerMenLHK No. 8 Tahun 
2021. Namun demikian prosedur belum mencantumkan 
referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu : 
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- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. 

- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : 
S.71/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 tanggal 26 Maret 2025 
perihal peringatan dini dalam mengantisipasi kebakaran 
hutan dan lahan tahun 2025. 

5.  Hama dan penyakit 
tanaman 

Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit. Nomor 
Dokumen: HKAP/PL/446.54, Nomor Terbit/Revisi: A/3 , 
Tanggal Terbit: 10 Agustus 2015, Tanggal Revisi : 9 Februari 
2024, Tanggal Distribusi : 12 April 2024. 

Prosedur telah mencantumkan PerMenLHK No. 8 Tahun 
2021. Namun demikian prosedur belum mencantumkan 
referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu : 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kehutanan. 

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 
tentang Perlindungan Hutan. 

 

b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang dibuat belum 
mengacu kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP. 

b. Verifier 3.2.2 : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang 

dimiliki oleh PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, yaitu dirinci seperti tabel berikut: 

No. 
Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket 

1 

 

Perambahan 
Kawasan, 
peladang 
berpindah 

  

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Berladang di 
dalam areal kawasan hutan 

3 
Km 1, 32, 
36 

Dipasang 
dibeberapa titik, 
namun belum di 
pasang di lokasi 
sempadan sungai  

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Merambah 
Kawasan Hutan 

1 Km 1 
 

           

2 Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin/ 
Illegal Logging 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Menebang Pohon 
dan Berburu di dalam 
kawasan hutan 

2 Km 35, 40 

Dipasang 
dibeberapa titik, 
termasuk di 
sempadan sungai 
kipa kiri 

           

3 Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Membuang Korek 
Api dan Puntung Rokok 
yang menyala ke dalam 
kawasan hutan 

7 
Km 1, 31, 
34 (2 pcs), 
35, 36, 37 

 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Membuat Api di 
dalam Kawasan Hutan 

5 
Km 31 (2 
pcs), 32, 
33, 37 

 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Menebang Pohon 
dan Berburu di dalam 
kawasan hutan 

2 Km 35, 40 

Dipasang 
dibeberapa titik, 
termasuk di 
sempadan sungai 
kipa kiri 
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Plang/ Baliho Himbauan 
Awas !.. Rawan Kebakaran 
Hutan 

5 
Km 1, 33, 
36 (2 pcs), 
37 

 

Plang/ Baliho Himbauan 
Waspada Dampak 
Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

1 Km 38 

 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Membakar Hutan 
dan Lahan 

2 Km 31, 39 
 

Sarana prasarana 
dalkarhutla 

1 
Basecamp 
S. 
Pangean 

Diverifikasi jenis 
dan jumlah nya 
masih kurang dari 
50% sesuai 
ketentuan yaitu 
PermenLHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.
1/3/2016 

Mobil Tanki 1 
Basecamp 
S. Kipa 
Km 25 

1 tangki dengan 
sistem pasang 
lepas dengan 
kapasitas 2.000 L 

Plang FDR 3 

Km 1, 
Kantor 
Basecamp 
S. 
Pangean, 
Basecamp 
S. Kipa 
Km 25  

 

Posko Damkarhutla 1 1 
Basecamp S. 
Pangean 

Embung Air 2 
Km 12, 
Km 13 

 

Menara Api 2 
Km 6, Km 
14 

Ketinggian menara 
kurang lebih ±25 
meter, perlu 
dilengkapi dengan 
safety pengangan 
pada tangga 

      

4 Hama dan 
Penyakit 
Tanaman 

Herbisida   Tidak digunakan 

Insektisida   Tidak digunakan 

Fungisida   Tidak digunakan 

Pupuk   Tidak digunakan 

           

5 Perburuan 
Satwa Liar 

Pos Security 1 Km 7 

Tidak dilengkapi 
dengan portal dan 
tidak ada personil 
yang ditugaskan 
dan berjaga di pos 

Jumlah pos kurang, 
belum dipasang di 
batas konsesi km 1 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Berburu Satwa 
Yang Dilindungi 

4 
Km 31, 
32, 34, 36 

 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Berburu, 

1 Km 39  



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 25 dari 59 
 

memperdagangkan, 
merusak habitat satwa dan 
tumbuhan yang dilindungi 
di kawasan hutan 

Plang/ Baliho Biarkan 
Satwa Hidup Agar Kita 
Bisa Menceritakan mereka 
kepada anak cucu 

4 
Km 1, 2, 
32, 37 

 

 

b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci 
pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan 
pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik. 

c. Verifier 3.2.3 : Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi 

Permai saat ini, terdiri dari : 

No 

Unit Kerja 

Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

Kewajiban 

Jumlah 

Personil 

(terkini) 

Personel 

Certified 

1. Regu Pemadam 
Kebakaran 

1 regu (15 
personil) 

1 regu (15 
personil) 

11 

2. Security 6 5 1 

 

b) Jumlah personel (security) dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan 
intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan 
PBPH nya. 

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan 
perlindungan pengamanan hutan), dinilai kurang. 

d) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat 
Peduli Api (MPA) dengan 3 Desa Binaan. 

e) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam 
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara 
berkala setiap bulan dengan memanfaatkan data dari website SiPongi. Sedangkan untuk 
memanfaatkan teknologi lainnya dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti 
penggunaan drone, CCTV dan lainnya dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan 
hutan belum dilakukan. 

d. Verifier 3.2.4 : Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan 
yang terkait dengan : 

- tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai 1) Sosialisasi secara langsung 
kepada masyarakat Desa Long Pelban, Desa Long Buang, Desa Long Yin  Tahun 
2024 terkait hutan lindung, kawasan lindung, Perlindungan & Pengamanan Hutan 
(PPH), perlindungan flora & fauna berdasarkan BA Sosialisasi Masyarakat Disekitar 
Areal PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai; 2) Sosialisasi secara langsung 
kepada masyarakat Desa Long Pelban, Desa Long Buang, Desa Long Yin Tahun 2025 
terkait hutan lindung, kawasan lindung, Perlindungan & Pengamanan Hutan (PPH), 
perlindungan flora & fauna berdasarkan BA Sosialisasi Masyarakat Disekitar Areal 
PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai; 3) Sosialisasi secara langsung kepada 
karyawan Tahun 2024 dan Tahun 2025 terkait hutan lindung, kawasan lindung, 
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Perlindungan & Pengamanan hutan (PPH), perlindungan flora dan fauna berdasarkan 
BA Sosialisasi di Areal PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai. 

- tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan 
berupa 1)  Penempatan pos security di 1 lokasi yaitu km 7, namun kondisi pos security 
tidak dilengkapi dengan portal dan tidak ada personil yang ditugaskan berjaga; 2) 
Penyediaan 1 regu inti dalkarhutla dengan total personil 15 orang (kewajiban jumlah 
personil dalam regu inti sesuai PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 1 regu inti berjumlah 15 personil), baru 11 
personil regu inti yang memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) memiliki embung air 
sebagai sumber air saat terjadi kebakaran yaitu di 2 titik/ lokasi di Km 12 dan Km 13 
(kondisi papan nama di lokasi embung air rusak); 4) memasang plang-plang himbauan 
terkait perlindungan hutan berupa larangan merambah hutan, berladang, berburu, 
menebang pohon dan membakar hutan & lahan dibeberapa titik di jalan main road; 5) 
melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan 9x dalam sebulan di lokasi Blok RKT 
dan kawasan lindung; 6) melaporkan laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
setiap bulan (periode Desember 2023 s.d November 2025) secara langsung kepada 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; 7) melaporkan laporan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan setiap bulan (periode Desember 2023 s.d November 2025) 
secara elektronik/ online di website SIPONGI. 

- tindakan refresif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan 
berupa identifikasi kegiatan perladangan telah dituangkan dalam Laporan Pemetaan 
Potensi dan Resolusi Konflik periode Semester II Tahun 2023, Semeter I & II Tahun 
2024, Semester I Tahun 2025 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Utara. 

b) Sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau terdokumentasi. 

c) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah mengimplementasikan sebagian kegiatan 
perlindungan hutan melalui metode preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan 
hutan yang belum optimal diantaranya : 

1. Menambah keberadaan pos security di lokasi perbatasan PBPH di Km 0; 

2. Ketersediaan sarana prasarana kebakaran masih kurang dalam menunjang kegiatan 
perlindungan hutan; 

3. Jumlah SDM dan kualifikasi personil perlindungan hutan masih kurang (dalkarhutla dan 
security); 

4. Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api 
dengan 3 desa binan yaitu Desa Long Pelban, Desa Long Buang dan Desa Long Yin. 

5. Belum memiliki Peta Potensi Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi areal 
rawan kebakaran; 

6. Belum ada pengukuran FDR dengan memanfaatkan suhu, dan kelembaban. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 
: (9 / 15) x 100% = 60,00% (SEDANG) 

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 

pemanfaatan hutan 

a. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: a) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memilki SOP pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha 
pemanfaatan hutannya, meliputi : 

No 
Jenis Pengelolaan dan/ atau 

Pemantauan Fisik Kimia serta 
Pengelolaan Limbah B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1.  Erosi Tanah Prosedur Pengukuran Erosi. Nomor Dokumen: 
HKAP/PL/446.52, Nomor Terbit/Revisi: A/3, Tanggal 
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Terbit: 23 Januari 2012, Tanggal Revisi : 9 Februari 
2024, Tanggal Distribusi : 12 April 2024. 

SOP belum mencantumkan acuan/referensi/merujuk 
baku mutu erosi (penentuan erosi tingkat ringan / sedang 
/ berat) dan lokasi penentuan pengukuran erosi tidak 
disebutkan spesifik (ET+ berapa kegiatan eks RKTPH) 

2.  Sedimentasi Sungai Prosedur Debit Air, Sedimen dan Kualitas Air. Nomor 
Dokumen: HKAP/PL/446.53, Nomor Terbit/Revisi: A/3, 
Tanggal Terbit: 29 September 2014, Tanggal Revisi : 4 
November 2024, Tanggal Distribusi : 13 Januari 2025. 

Kekurangan isi dalam prosedur yaitu : 

- belum mencantumkan acuan/referensi/baku mutu 
besaran sedimentasi sungai, debit air sungai. 

- Belum menjelaskan metode terkait pengukuran 
Tinggi Muka Air Sungai (TMAS) 

- Belum menjelaskan lokasi pengambilan sampel air 
sungai dan periode pengambilan sampel (untuk 
kualitas air sungai) 

- Acuan/referensi belum merujuk/mencantumkan baku 
mutu kualitas air yang terbaru (PP No. 22 tahun 
2021). 

3.  Kualitas Air Sungai 

4.  Iklim Mikro Prosedur Pengukuran Curah Hujan. Nomor Dokumen: 
HKAP/PL/PCH, Nomor Terbit/Revisi: A/2 , Tanggal 
Terbit: 10 Januari 2021, Tanggal Revisi : 9 Februari 
2024, Tanggal Distribusi : 12 April 2024. 

SOP belum mengatur teknis terkait pengukuran suhu 
udara dan kelembaban udara. 

5.  Penanaman dan pemeliharaan 
tanaman 

Prosedur Penanaman dan Pemeliharan. Nomor 
Dokumen: HKAP/PL/446.17, Nomor Terbit/Revisi: A/3 , 
Tanggal Terbit: 23 Januari 2012, Tanggal Revisi : 4 
November 2024, Tanggal Distribusi : 13 Januari 2025. 

SOP tidak menyebutkan waktu periode penanaman 
(ET+) 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1.  Pengelolaan limbah B3 Prosedur Penanganan B3 dan Limbah B3. Nomor 
Dokumen: HKAP/PL/LB3, Nomor Terbit/Revisi: A/0 , 
Tanggal Terbit: 12 April 2025, Tanggal Revisi :-, Tanggal 
Distribusi : 25 Agustus 2025. 

Prosedur telah mencantumkan : 

- PP RI No. 22 tahun 2021 tentang 
penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan 

- Permenlhk No. 6 Tahun 2021 tentang tata cara 
persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun 

- Permenlhk No. 9 tahun 2024 tentang pengelolaan 
sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3 

2.  Pengelolaan limbah domestik Prosedur Pengelolaan Limbah. Nomor Dokumen: 
HKAP/PL/446.23, Nomor Terbit/Revisi: A/3 , Tanggal 
Terbit: 23 Januari 2012, Tanggal Revisi : 9 Februari 
2024, Tanggal Distribusi : 12 April 2024. 

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dan 
teknis terkini sesuai regulasi yaitu PermenLHK No. 014 
tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank 
Sampah. 

 

b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 

- telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam ANDAL, RKL 
dan RPL Tahun 2008. 
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- telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3 

- Sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis baku 
penyusunan SOP. 

b. Verifier 3.3.2 : Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 
fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana untuk penanganan dampat fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sebagian sesuai 
dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2008, namun untuk sarana prasarana 
seperti TPS Limbah B3 tersedia tetapi belum sesuai dengan ketentuan dan sarpras lainnya 
seperti workshop bengkel, tempat penyimpanan BBM belum optimal dikarenakan lantai 
dasar bangunan masih berupa tanah, belum di cor (kedap air) serta rumah genset belum 
dilengkapi dengan oil trap. 

b) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki memiliki 2 (dua) personil SDM yang 
berkompeten/ berkualifikasi dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia, yaitu GANISPH Binhut atas nama : 

- Ibnu Putranto dengan No. Register : 03230018577 sesuai Persetujuan Penugasan 
GANISPH No. 110223348 tanggal 28 Februari 2023, masa berlaku penugasan s.d 
tanggal 6 Desember 2027 dan Persetujuan Penempatan GANISPH No. 
116294569361 tanggal 4 Oktober 2024, masa berlaku penempatan s.d tanggal 6 
Desember 2027 dan memiliki Sertifikat Kompetensi Nomor 02409 3143 0001169 2022 
tanggal 6 Desember 2027 dan berlaku s.d 6 Desember 2027; 

- Prikles Pangaribuan dengan No. Register : 03230006977 sesuai Persetujuan 
Penugasan GANISPH No. 110723103 tanggal 17 Juli 2023, masa berlaku penugasan 
s.d tanggal 6 Desember 2027 dan Persetujuan Penempatan GANISPH No. 
110092889790 tanggal 25 Maret 2024, masa berlaku penempatan s.d tanggal 6 
Desember 2027 dan memiliki Sertifikat Kompetensi Nomor 02409 3143 0001217 2022 
tanggal 6 Desember 2022 dan berlaku s.d 6 Desember 2027. 

c) Selain itu untuk SDM pengelolaan B3, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum memiliki 
SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3. 

c. Verifier 3.3.3 : Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai, namun demikian tidak mengurangi dampak lingkungan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 (8 / 12) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

a. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH sesuai dokumen Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna. Nomor 
Dokumen: HKAP/PL/446.39, Nomor Terbit/Revisi: A/6 , Tanggal Terbit: 23 Januari 2012, 
Tanggal Revisi : 4 November 2024, Tanggal Distribusi : 13 Januari 2025. 

Prosedur identifikasi flora dan fauna belum mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini 
sesuai regulasi. 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 29 dari 59 
 

b. Verifier 3.4.2 : Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH sudah 

sebagian dilakukan sesuai dengan prosedur, namun belum optimal. 

c. Verifier 3.4.3 : Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai, dilengkapi peta kerjanya. Namun demikian ketersediaan data hasil 
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi oleh PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum 
sepenuhnya sesuai prosedur dan status perlindungan pada hasil identifikasi sebagian belum 
sesuai dengan status perlindungannya serta tidak didukung dengan rekaman yang memadai 
(foto/ video). 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

5. Indikator 3.5 : Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka 
dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

a. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH sesuai dokumen Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, 
Langka, Terancam Punah, Endemik dan Dilindungi. Nomor Dokumen: HKAP/PL/446.31, Nomor 
Terbit/Revisi: A/7 , Tanggal Terbit: 23 Januari 2012, Tanggal Revisi : 4 November 2024, Tanggal 
Distribusi : 13 Januari 2025.Prosedur pengelolaan flora dan fauna belum mencantumkan 
referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi. 

b. Verifier 3.5.2 : Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan 
fauna, namun belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. 

b) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, dan dilengkapi peta kerjanya. 

c) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum 
sepenuhnya mengacu pada ketentuan : 

1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan manusia 

2. Belum ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa liar 

c. Verifier 3.5.3 : Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan 

habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 
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NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi 

Permai dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, 
gangguan dari pihak luar seperti perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan 
hutan, penambangan emas secara illegal dll. 

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai telah memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung secara rutin sesuai Blok RKT berjalan; 

- Mengalokasikan kawasan lindung dengan total luas 4.912 Hektar, terdiri dari 1) Buffer 
Zone Hutan Lindung luas 3.053 Hektar; 2) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 
(KPPN) luas 659 Hektar dan 3) Sempadan Sungai luas 1.200 Hektar sebagai tempat 
flora dan fauna/ satwa dilindungi; 

- Melakukan penanaman dengan jenis tanaman buah seperti durian, elai, rambutan, 
cempedak di lokasi eks TPn, eks jalan sarad dan kanan kiri jalan; 

- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang berburu, membakar hutan, 
plang jenis-jenis  fauna dilindungi. 

- Pemasangan lintasan satwa dibeberapa titik pada jalan main road. 

c) Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan 
beberapa masyarakat diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar masih melakukan 
aktifitas perburuan di dalam areal PT HKAP dan hasil buruan yang didapat umumnya 
seperti babi dan rusa, serta masyakarat di luar desa juga ada yang melakukan perburuan 
burung. Diverifikasi hasil buruan rusa termasuk satwa yang dilindungi sesuai dengan 
PerMenLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 2018. 

d) Hasil observasi lapangan dijumpai 2 orang masyakarat yang melakukan aktifitas perburuan 
menggunakan senapan. 

e) Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di 
dalam areal PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, dikarenakan masih adanya 
perburuan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 

D. Aspek SOSIAL 

 

1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di 
dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara 
partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan 
hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal 
kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 

1. SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat (Nomor 
dokumen : HKAP/PL/446.30 Rev.3) dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial 
(Agusrawi), diperiksa Manager Camp (Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur 
Pengelolaan Hutan (Dony Adi Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 

2. SOP Akses Masyarakat terhadap Sumber Daya Hutan (Nomor dokumen : 
HKAP/PL/446.33 Rev.3), dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), 
diperiksa Manager Camp (Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan 
Hutan (Dony Adi Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 
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Seluruh prosedur memiliki sistimatika mencakup : tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, 
acuan, pengertian, prosedur kerja/urutan kerja dan dilengkapi form-form isian 
pendukungnya. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki beberapa prosedur terkait verifier ini, 
namun PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum memiliki prosedur terkait identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang ada, belum seluruhnya mengacu kepada pedoman 
teknis serta belum mengacu kepada peraturan yang terbaru seperti : PermenLHK No. 
P.9/2021 tentang Perhutanan Sosial, P.7 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan SK MenLHK 
No. 9895 tahun 2022. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki sebagian prosedur kegiatan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dan 
deliniasi penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat/setempat,  dan telah mengacu 
kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
tertuang dalam : 

1. Peta Kawasan Desa di Areal IUPHHK-HA PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, skala 
1 : 150.000, areal PT HKAP masuk wilayah desa Long Pelban, Long Buang dan Long 
Yin/Long Pelaah. 

2. Peta Sebaran Ladang di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai skala 1 : 160.000, 
terdapat informasi bekas ladang masyarakat di areal PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai, namun tidak dilengkapi dengan peta lokasinya. 

3. Laporan Analisa Sosial Desa Pelban Kec. Peso (Tahun 2023), dalam laporan ini 
terdapat informasi Kondisi Umum, Kondisi Fisik Desa dan Sosial Ekonomi Desa 
Pelban (tidak up date). 

4. RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode 2020 - 2029, sesuai 
SK.461/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 3 Februari 2020, terdapat 
informasi rencana jangka panjang kegiatan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai. 

5. Tidak tersedia dokumen Identifikasi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
sekitar di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai (mencari rotan, berburu, madu, 
dll.), dilengkapi peta lokasinya 

Hasil Observasi lapangan : 

a) Bekas ladang yang sudah ditinggalkan pemiliknya (tidak aktif) di sekitar KM 28 dengan 
koordinat N = 2° 39’ 36,59” dan E = 116° 32’ 0,69 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar Bpk. Prando Pit  (Kades Long Buang 
dan Bpk. Martinus (Kaur Pemerintahan desa Long Yin), pola penguasaan dan pemanfaatan 
lahan masyarakat di sekitar areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai meliputi perladangan 
berpindah (padi) dan perkebunan (tanaman karet dan tanaman buah-buahan), sedang 
pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai yang 
masih berlangsung antara lain mencari  emas, madu, berburu dan mencari rotan (dipakai 
sendiri), akan tetapi PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum memiliki laporan/ dokumen 
tersebut serta pengelolaannya. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki rekaman yang berisi data dan informasi  
hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang 
mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang 

dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Hasil deliniasi dan implementasi penandaaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT 
Hutani Kalimantan Abadi Permai yang dikuasai masyarakat sebagai berikut : 

1. Peta Kawasan Desa di Areal IUPHHK-HA PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 
2021, skala 1 : 1.500.000 

2. Peta Batas Desa antara Long Buang dan Desa Long Yin di areal PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai skala 1 : 50.000  

3. Berita Acara Penetapan Tapal Batas Antar Desa Long Buang dan Long Pelban Nomor 
145.3/123/CP-pemv/vi/2017 tanggal 03 Juni 2017, batas desa mengikuti punggung 
gunung, Sungai Kipa dan Sungai Setek 

❖ Hasil observasi lapangan batas desa di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai: 

a) Batas Desa Long Buang dengan Desa Long Yin dengan koordinat = 2⁰ 31’ 6,84” 

N dan 116⁰ 40’ 36,83” E 

b) Batas Desa Long Pelban dengan Desa Long Buang dengan koordinat = 2⁰ 38’ 

12,11” N dan 116⁰ 38’ 12,02” E 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melakukan deliniasi dan implementasi 
penandaan batas secara partisipatif di arealnya didalam peta kerja, namun belum 
didukung dengan rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. 

Nilai Kinerja Indikator 

4.1 
: ( 8/12 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

 

2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang 

sistematis dan terukur 

a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2025), PT Hutani Kalimantan Abadi Permai  memiliki  

dokumen terkait pemetaan konflik  yang tertuang dalam : 

✓ Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 2 Tahun 2023 PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai (telah disampaikan ke Dishut Kaltara tanggal 12/01/2024), 
tidak tersedia bukti penyampaian ke BPHL XIII Samarinda. 

✓ Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1  Tahun 2024 PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai (telah disampaikan ke Dishut Kaltara tanggal 12/8/2024), 
tidak tersedia bukti penyampaian ke BPHL XIII Samarinda. 

✓ Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 2  Tahun 2024 PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai (telah disampaikan ke Dishut Kaltara tanggal 18/2/2025), 
tidak tersedia bukti penyampaian ke BPHL XIII Samarinda. 

✓ Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1  Tahun 2025 PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai (telah disampaikan ke Dishut Kaltara tanggal 16/10/2025), 
tidak tersedia bukti penyampaian ke BPHL XIII Samarinda.  

Note : (Isi laporan sama semuanya) 

Berdasarkan uraian Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Hutani Kalimantan 
Abadi Permai yang tersedia, Status Potensi Konflik di masing-masing desa sekitar arealnya 
sebagai berikut : 

✓ Desa Long Yin memiliki status nilai konfliknya sebesar 36,58 % (SEDANG), kategori 
Terkendali 

✓ Desa Long Buang memiliki status nilai konfliknya sebesar 36,58 % (SEDANG), kategori 
Terkendali 

✓ Desa Pel Ban memiliki status nilai konfliknya sebesar 35,00 % (RENDAH), kategori 
Aman 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai  telah 
melakukan identifikasi potensi konflik berupa ladang/bekas ladang berpindah oleh 
masyarakat sekitar yang berada di kiri kanan sungai dan sebagian di kiri kanan jalan 
perusahaan. 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 33 dari 59 
 

Hasil observasi lapangan : 

Bekas ladang yang sudah ditinggalkan pemiliknya (tidak aktif) di sekitar KM 28 dengan 
koordinat N = 2 39’ 36,59” dan E = 116 32’ 0,69 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai  
memiliki dokumen Laporan Identifikasi Konflik Sosial setiap semester dan telah sesuai 
dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021 dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov. 
Kaltara, akan tetapi belum disampaikan ke BPHL XIII Samarinda (maupun laporan 
Sipashut). 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia Mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki Prosedur/SOP  tentang mekanisme 
resolusi konflik tertuang dalam : 

1. SOP Penyelesaian Klaim (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.11 Rev.3) dibuat oleh 
Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager Camp (Ketut 
Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi Saputra), 
Tanggal distribusi 12 April 2024 

2. SOP Mekanisme Resolusi Konflik Dengan Masyarakat (Nomor dokumen : 
HKAP/PL/446.12 Rev.3) dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), 
diperiksa Manager Camp (Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan 
Hutan (Dony Adi Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 

3. SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.36 
Rev.4) dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager 
Camp (Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi 
Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 

4. Tidak tersedia mekanisme terkait Identifikasi Pemetaan Potensi Konflik sesuai dengan 
PermenLHK Nomor : P.8 Tahun 2021 (Lampiran V), yang menyatakan tingkat potensi 
konfliknya (rendah, sedang, waspada, kritis, atau sangat kritis). 

Prosedur tersebut berisi tentang uraian tentang pengertian, tujuan, sasaran, tanggung 
jawab, acuan, pengertian, prosedur kerja/urutan kerja, dokumentasi (dokumen terkait dan 
form-form isian). 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang ada belum seluruhnya mengacu pada PermenLHK 
P.8 Tahun 2021 Lampiran V, masyarakat sebagian telah mengetahui prosedur bila terjadi 
konflik dengan perusahaan, akan tetapi prosedur belum disepakati oleh seluruh desa binaan 
(termasuk desa terdampak). 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah 
mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati 
oleh para pihak. 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki kelembagaan penanganan konflik 

yang didukung dengan pendanaan yang tertuang dalam dokumen struktur organisasi 
resolusi konflik sesuai SK Direksi Nomor : 09/A/HKAP-TS/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 
dengan susunan sebagai berikut : 

➢ Ketua Tim    : Andik Arling, S Sos 

➢ Wakil Ketua : Ketut Muhardjono 

➢ Dibantu        : Kabag Umum dan Sosial (Gandi Warisman, SP), serta anggota 2 
orang (Samuel dan Haminto) 

➢ Wakil Masyarakat/Mediator (meliputi : wakil muspika dan wakil masing-masing 
desa sekitar) 

Struktur organsasi tersebut telah dilengkapi dengan Job Description untuk masing-masing 
jabatan. 
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Hasil telaahan terhadap struktur organisasi Resolusi Konflik di tingkat Base Camp yang 
bertanggung jawab adalah Manager Camp dibantu bagian Kabag Umum & Kesos dan 2 
(dua) orang anggota, serta mengikutsertakan wakil masyarakat/mediator (dari Muspika dan 
wakil masing-masing desa). 

Dalam hal pendanaan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menyusun Rencana 
Operasional Resolusi Konflik untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 16.000.000 dan Tahun 2025 
sebesar Rp. 16.000.000,-  tertuang dalam Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial 
meliputi : kegiatan Persiapan, Sosialisasi/Penyuluhan dan Penyelesaian/Penanganan 
Konflik 

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan 
masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan 
mengikutsertakan Tokoh Adat maupun Aparat Pemerintah Desa setempat.  

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki lembaga penanganan reseolusi konflik 
yang melibatkan para pihak dan dilengkapi dengan kejelasan peran masing-masing pihak 
dan telah didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang meliputi kegiatan : Persiapan, 
Sosialisasi/Penyuluhan dan Penyelesaian Penanganan Konflik. 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-1 (Tahun 2025), PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 
memiliki laporan hasil identifikasi potensi konflik yang ada di arealnya, berdasarkan Laporan 
tersebut potensi konflik di arealnya berupa : Ladang dan bekas ladang masyarakat di areal 
PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, sehingga penanganan konflik hanya sebatas 
sosialisasi/penyuluhan dan penyelesaian konflik bila terdapat konflik. 

Rencana Anggaran Resolusi Konflik di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sebagai 
berikut : 

Tahun Uraian kegiatan Biaya 

(Rp.) 

Keterangan 

2024 1. Persiapan 

2. Sosialisasi/Penyuluhan 

3. Penyelesaian/penanganan 
konflik 

4.000.000 

4.000.000 

8.000.000 

4 desa 
sekitar 

Jumlah 16.000.000  

2025 1. Persiapan 

2. Sosialisasi/Penyuluhan 

3. Penyelesaian/penanganan 
konflik 

4.000.000 

4.000.000 

8.000.000 

4 desa 
sekitar 

Jumlah 16.000.000  

 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki rencana resolusi konflik, berdasarkan 
hasil identifikasi konflik meliputi target waktu penyelesaian serta kegiatan realisasi yang 
telah dilakukan dan ditunjang dengan SDM dan biaya kegiatan Persiapan, 
Sosialisasi/Penyuluhan dan Penyelesaian Penanganan Konflik, namun belum melibatkan 
para pihak terkait (pemerintah desa, tokoh adat dan muspika). 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menyusun rencana anggaran resolusi 
konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik, akan tetapi dalam penyusunan rencana 
resolusi konflik belum melibatkan para pihak. 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dokumen monitoring kegiatan resolusi konflik 
berdasarkan hasil monitor diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Selama periode audit di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai tidak terdapat konflik 
dengan masyarakat, hubungan perusahaan dengan masyarakat baik-baik saja 
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2) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum melaporkan realisasi penanganan 
konflik kepada instansi terkait 

Realisasi penanganan konflik PT Hutani Kalimantan Abadi Permai tahun 2024 – 2025, pada 
periode audit tidak terdapat konflik di areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, 
penyelesaian konflik berupa sosialisasi/penyuluhan dan penanganan konflik/pendekatan 
kepada masyarakat sekitar. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menyusun realisasi kronologis penanganan 
konflik berupa kegiatan Identifikasi, Patroli, sosialisasi dan perbaikan jalan desa binaan, 
akan tetapi PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum membuat laporan secara periodik 
setiap semester (6 bulan) dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.2 

: ( 15 / 21 ) x 100 %  = 71,43 % (SEDANG) 

 

3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para 
pihak 

a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai meliputi : 

a) Peta Kawasan Desa di Areal IUPHHK-HA PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 
2021, skala 1 : 1.500.000, areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai masuk wilayah 
desa Long Pelban, Long Buang dan Long Yiin 

b) Peta Lokasi Perladangan di areal PT HKAP skala 1 : 500.000, dalam peta tersebut 
terdapat informasi di areal PT HKAP ada ladang/bekas ladang masyarakat, namun 
belum dilengkapi dengan nama pemilik ladang dan luasnya 

c) Laporan SDH Non Kayu PT HKAP Tahun 2023, terdapat informasi Potensi SDH Non 
Kayu yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar (Rotan, Madu, Gaharu, 
Daging, Ikan, Sayuran, Daun Sang, Belangla dan Daun Bekay, belum up date 

d) Laporan Ansos desa Pelban (tahun 2023), dalam laporan ini terdapat informasi 
Kondisi Umum, Kondisi Fisik Desa dan Sosial Ekonomi Desa Pelban, belum up date  

e) BAST Kegiatan Kelola Sosial PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 2024 - 2025 
(tersedia sesuai kegiatan) 

f) BAST Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar (telah dibayarkan) 

g) Laporan Tenaga kerja PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, pemanfaatan tenaga kerja 
lokal (rata-rata 42,65 %) 

h) RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode 2020 - 2029, sesuai 
SK.461/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 3 Februari 2020 

i) Tidak tersedia dokumen/laporan tentang dampak sosial kegiatan PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai terhadap masyarakat sekitar 

j) Tidak tersedia data/dokumen terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar 
areal. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki sebagian dokumen / data  dan informasi 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan 
peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP Kelola Sosial (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.21 Rev.4) dibuat oleh Kabag 
Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager Camp (Ketut Muhardjono) 
dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi Saputra), Tanggal distribusi 
12 April 2024 

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.33 Rev.3) 
dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager Camp 
(Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi 
Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 

3. SOP Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.33 
Rev.3) dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager 
Camp (Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi 
Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 

4. SOP Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.50 
Rev. 3) dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager 
Camp (Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi 
Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 

Prosedur tersebut memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup : tujuan, sasaran, 
penanggung jawab, acuan, pengertian, prosedur kerja, dokumentasi hasil pekerjaan. 

Hasil telaahan SOP Kelola Sosial, pada point 6.3  tertulis → Mekanisme Penyelesaian 
Konflik, tidak sesuai antara judul SOP dan isinya. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai  memiliki mekanisme yang lengkap terkait 
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat sebagian telah 
disosialisasikan kepada masyarakat setempat,dan telah mendapat persetujuan dari 
masyarakat. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas 
ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen rencana yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat tertuang dalam : 

1. RKUPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai periode 2020 – 2029 telah disahkan 
sesuai dengan keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.461/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2020 tanggal 3 Februari 2020. 

2. RKTPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 2024 telah diterbitkan secara self 
approval dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Hutani Kalimantan 
Abadi Permai Nomor : 010/SK/HKAP-TS/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 

3. RKTPH tahun 2025 telah diterbitkan secara self approval dan telah disahkan sesuai 
keputusan Direktur Utama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Nomor : 
010/SK/HKAP-TS/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 

4. Rencana Operasional Kelola Sosial PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 2024 
dan 2025. Pada dokumen ini dijelaskan rencana kegiatan Kelola Sosial yang akan 
dilaksanakan di desa sekitar pada tahun  berjalan. 

5. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait fee kompensasi dan kegiatan sosial 
lainnya 

6. Kerjasama merakit dan muat ponton dengan Karang Taruna Desa Long Sam. 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Hutani Kalimantan 
Abadi Permai yang terdapat dalam RKUPH dan RKTPH telah sesuai dengan rencana 
Kegiatan Kelola Sosial yang ada dalam Rencana Operasional pada tahun berjalan 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen rencana pemegang PBPH 
mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. 
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d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi 
produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 

- Peningkatan ekonomi dalam kegiatan kelola sosial masih belum ada, atau sebesar 0 % 
( kegiatan berupa bantuan) 

- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal : 

a) Tahun 2024 sebesar 41,56 % ( ada 32 orang dari 77 karyawan) 

b) Tahun 2025 sebesar 43,75 % (ada 35 orang dari 80 karyawan) 

Rata-rata sebesar = 42,65 % 

- Kerjasama Perakitan dan penarikan rakit ada 1 (satu) kontraktor berasal dari lokal, atau 
sebesar 100 % 

- Kemitraan dengan masyarakat/koperasi masih belum ada, atau sebesar 0 % 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Hutani Kalimantan 
Abadi Permai sebesar  

                             ( 0 + 42,65 +  100 + 0 ) % : 4 = 35,66 % (< 50 %) 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi 
produktif berkelanjutan lainnya, mencapai antara 35,66 % (< 50%) dari rencana, tersedia 
rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.3 

 ( 11 / 15 ) x 100 %  = 73,33 % (SEDANG) 

 

4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku 

a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan 

Pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi 

kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi:  

✓ Pembayaran Fee Kompensasi sesuai kesepakatan berdasarkan wilayah desa 

✓ Perbaikan jalan/jembatan menuju desa binaan (desa Long Yin dan Long Buang) 

✓ Bantuan BBM (Solar & Oli) untuk penerangan (desa Long Yin, Long Buang, Long 
Pelban dan Long Lian) 

✓ Bantuan acara HUT RI dan Keagamaan 

Program kegiatan Kelola Sosial PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sebagian besar masih 
berdasarkan proposal/usulan dari desa/masyarakat yang disampaikan ke perusahaan 
selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan baru dilaksanakan. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil 
identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan 
yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, 
melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, dan telah disepakati programnya. 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang 
PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-1 (Tahun 2025), PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 
memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup 
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sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan 
anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : 

✓ RKUPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai periode tahun 2020 – 2029  

✓ RKTPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 2024 dan 2025 

✓ Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT HKAP Tahun 2024 dan 2025 

✓ Kesepakatan terkait Fee Kompensasi sesuai kesepakatan 

✓ Kerjasama merakit dan muat ponton dengan Karang Taruna Desa Long Sam 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT HKAP yang terdapat 
dalam Buku RKUPH, RKTPH dan RO. Rencana Kegiatan Kelola Sosial yang terdapat dalam 
RO dan RKTPH tidak sinkron dengan rencana yang ada dalam dokumen RKUPH (dalam 
RKUPH terdapat kegiatan Pengembangan Hutan Desa). 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai telah memiliki dokumen kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan setempat namun kurang lengkap, kegiatan Kelola Sosial yang dilakukan saat ini 
berupa kesepakatan pada saat awal sosialisasi dan berdasarkan usulan/proposal yang 
diajukan oleh masyarakat. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen rencana pemegang PBPH 
mengenai kegiatan rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan kurang lengkap 
dan baru sebagian mengakomodir aspirasi masyarakat dan sebagian program prioritas 
sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan 
hasil identifikasi. 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 
pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki mekanisme terkait implementasi 
tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antara lain : 

a) SOP Kelola Sosial   (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.21 Rev.4), dibuat oleh Kabag 
Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager Camp (Ketut Muhardjono) dan 
disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi Saputra), Tanggal distribusi 12 
April 2024 

b) SOP Perjanjian dengan Masyarakat  (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.43 Rev.3), 
dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager Camp 
(Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi Saputra), 
Tanggal distribusi 12 April 2024 

c) SOP Distribusi Intensif (Nomor dokumen : HKAP/PL/446.38 Rev. 3) dibuat oleh Kabag 
Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), diperiksa Manager Camp (Ketut Muhardjono) dan 
disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan (Dony Adi Saputra), Tanggal distribusi 12 
April 2024 

d) SOP Pengelolaan Bersama Sumber Daya Hutan/SDH  (Nomor dokumen : 
HKAP/PL/446.50 Rev. 3) dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), 
diperiksa Manager Camp (Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan 
Hutan (Dony Adi Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 

e) SOP Akses Masyarakat terhadap Sumber Daya Hutan (Nomor dokumen : 
HKAP/PL/446.50 Rev. 3) dibuat oleh Kabag Umum dan Kelola Sosial (Agusrawi), 
diperiksa Manager Camp (Ketut Muhardjono) dan disahkan oleh Direktur Pengelolaan 
Hutan (Dony Adi Saputra), Tanggal distribusi 12 April 2024 

Prosedur tersebut telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, sasaran, 
penanggung jawab, acuan, pengertian, prosedur kerja, dokumentasi hasil pekerjaan. 

Pada SOP Kelola Sosial, pada point 6.3  tertulis → Mekanisme Penyelesaian Konflik, 
tidak sesuai antara judul SOP dengan isinya 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, prosedur belum seluruhnya mengacu 
kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti belum mengacu 
pada peraturan MenLHK Nomor : P.9/2021 (Perhutana Sosial), SK MenLHK nomor 285 
Tahun 2024 (Kemitraan dalam konsesi).  
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Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut  belum mengakomodir terkait 
implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar seperti : 
pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama kemitraan atau kerjasama dengan 
koperasi sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPH (terdapat 
kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat). 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki mekanisme implementasi tanggung 
jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program 
prioritas memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum 
seluruhnya mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku. 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 

PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 
: Pada periode audit Penilikan ke-1 (Tahun 2025), PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah 

melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2025, tanggal 10 Februari 2025 di desa Long Yin (peserta 20 orang) 

2. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2025, tanggal 13 Februari 2025 di desa Long Buang (peserta 30 orang) 

3. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2025, tanggal 21 Februari 2025 di desa Long Pelban (peserta 31 orang) 

4. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2025, tanggal 24 Februari 2025 di desa Long Lejuh (peserta 23 orang) 

5. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2025, tanggal 18 Februari 2025 di desa Long Lian (peserta 23 orang) 

6. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2024, tanggal 5 Februari 2024 di desa Long Yin (peserta 20 orang) 

7. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024 di desa Long Buang (peserta 30 orang) 

8. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2024, tanggal 17 Februari 2024 di desa Long Lian (peserta 28 orang) 

9. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2024, tanggal 19 Februari 2024 di desa Long Pelban (peserta 30 orang) 

10. BA Realisasi Kegiatan Sosialisasi RKT &  Kelola Sosial di Sekitar Areal IUPHHK PT 
HKAP Tahun 2024, tanggal 22 Februari 2024 di desa Long Lejuh (peserta 24 orang) 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat secara langsung dengan Bpk. Prando Pit 
(Kades Long Buang) dan Bpk. Martinus (Kaur Desa Long Yin), diperoleh informasi bahwa 
PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa 
terdampak terkait rencana blok RKT tahun berjalan dan rencana kelola sosial pada masing-
masing desa binaan. 

PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada 
masyarakat, dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

 

: Pada periode Audit Penilikan ke-1 (Tahun 2025), PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 
memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial sebagai berikut : 

1) Tahun 2024 realisasi kegiatan kelola sosial 97,65 % 

2) Tahun 2025 realisasi kegiatan kelola sosial 99,28 % 

       Rata -rata  sebesar = 98,46 % 

❖ Kegiatan Kelola Sosial PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 2024 - 2025 
meliputi : 

a) Perbaikan jalan penghubung desa (Long Buang dan Long Yin) 
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b) Bantuan BBM (solar) untuk penerangan desa Long Yin, Long Buang, Long 
Pelban dan Long Lian 

c) Bantuan subsidi pendidikan SD/SMP ), Long Yin. Long Buang dan Long Pelban) 

d) Bea siswa 2 orang siswa (Long Pelban) 

e) Bantuan sarana olahraga (net volly, kaos, bola dll.) 

f) Bantuan keagamaan (Natal) desa sekitar 

g) Bantuan HUT RI untuk desa sekitar  

h) Pembayaran Fee Kompensasi (Rp. 15.000/m³) 

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT  Hutani Kalimantan Abadi Permai  tahun 2024 -  
2025, sebesar  98,46 %, kegiatan kelola sosial hanya berupa bantuan saja, belum ada 
kegiatan terkait peningkatan ekonomi produktif sesuai yang ada dalam dokumen 
RKTPH (seperti kerjasama kemitraan) dan  PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah 
menyusun laporan realisasi kegiatan kelola sosial yang dibuat setiap semester, namun 
belum dilaporkan kepada instansi terkait. 

Rencana dan Realisasi Kelola Sosial PT HKAP Tahun 2024 

No Desa Rencana 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1. Long Yin 62.781.000 60.781.000 

2. Long Buang 120.266.000 120.266.000 

3. Long Pelban 77.364.000 77.364.000 

4. Desa sekitar (Long Peso, Long Bia dan Lepak Aru) 80.644.000 80.664.000 

 341.075.000 333.075.000 

Prosentase 97,65 % 

Rencana dan Realisasi Kelola Sosial PT HKAP Tahun 2025 

No Kegiatan Rencana 

(Rp) 

Realisasi *) 

(Rp) 

1. Long Yin 63.187.000 61.187.000 

2. Long Buang 118.713.000 116.713.000 

3. Long Pelban 74.433.000 75.433.000 

4. Desa sekitar (Long Peso, Long Bia dan Lepak Aru) 73.233.000 71.233.000 

Jumlah 332.566.000 324.566.000 

Prosentase 97,59 % 

Note : realisasi sampai bulan Desember 2025 

Realisasi Pembayaran Fee Kompensasi PT HKAP Tahun 2024 – 2025 

Tahun Volume 

(M³) 

Jumlah 

(Rp) 

Keterangan 

2024 16.737,38 238.507.670 Long Pelban 

2025 26.357,52 - Masih proses 

Total 43.054,90 238.507.670  
 

Nilai Kinerja Indikator 
4.4 

 ( 20 / 24 ) x 100 % = 83,33 % (BAIK) 

 

5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2025), PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 
memiliki dokumen sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam :  
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• Peraturan perusahaan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai periode 2025 - 2027 yang 
telah disahkan Kepala  Disnakertrans Prov. Kaltara, Nomor : 500.15.12.1/345/SK-
PP/DTKT tanggal  21 Juni 2025 dengan masa sampai 21 Juni 2027, telah 
disosialisasikan kepada karyawannya.  

• Di Lingkungan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai belum ada Serikat Pekerja, namun 
terdapat Surat Keputusan Direksi PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Nomor : 
020/A/HKAP- TS/III/2016 Tanggal 28 Maret 2016 tentang Pembentukan dan Menjadi 
Anggota Serikat Pekerja/Buruh 

• Terdapat SK Direksi No.14/A/HKAP-TS/I/2024 tentang Penetapan Lembaga Kerja 
Bipartit PT Hutani Kalimantan Abadi Permai periode 2024 - 2026 tanggal 20 Januari 
2024 (belum di daftarkan di Disnakertrans) 

• PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki keanggotaan dari APHI dengan 
nomor anggota 437 dengan status aktif. 

• Tersedia Laporan Tenaga Kerja PT Hutani Kalimantan Abadi Permai yang dibuat 
setiap Triwulan  disampaikan  ke Disnakertrans Kab. Bulungan 

• Terdapat contoh SPK karyawan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai an. Suparmin 
(PKWT) dan Rudi Sukantono (PKWTT) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

• Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda  berumur  18 Tahun 1 
bulan, an. Lorensius Harly Kilat (hookman traktor) 

• Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai (an. EP & 
HMT), diperoleh informasi bahwa PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen 
sarana hubungan industrial yang legal & lengkap, dan telah diimplementasikannya 
seluruhnya. 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir 
yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT HKAP Periode Tahun 2025 - 2027, 
Bab III Pasal 3 - 5 tentang Mutasi, Promosi dan Demosi Pekerja.  

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki standar jenjang karir berdasarkan SK 
Direksi Nomor : 57/HKAP-TS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, dalam SK tersebut 
diuraikan terkait jenjang karir yang ada di PT HKAP serta persyaratan setiap jabatan 

Rincian implementasi jenjang karir PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sebagai berikut : 

1) SK Dirut PT HKAP Nomor : 56/A/HKAP-TS/VII/2025 tanggal 26 Juli 2025 tentang 
Penetapan an. Andik Arling, S Sos. MH sebagai Direktur PT HKAP 

2) SK Dirut PT HKAP Nomor : 56/A/HKAP-TS/VII/2025 tanggal 26 Juli 2025 tentang 
Penetapan an. Yusuf Arifin sebagai Direktur PT HKAP 

Implementasi Tahun 2024 – 2025 : 

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru *) Keterangan 

 

1 Andik Arling, S 
Sos, MH 

Kabag Sosial PT 
HKAP 

Direktur PT 
HKAP 

25 Juli 2025 

2 Yusuf Arifin Kabid Umum dan 
Personalia 

Direktur PT 
HKAP 

25 Juli 2025 

   Note : *) Sesuai akte notaris Rudy Limantara, SH Nomor 34 Tanggal 25 Juli 2025 

Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 
memiliki  kebijakan  standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, 
ketrampilan, sikap kerja), dan telah diterapkan sebagian (50 %) pada perubahan 
beberapa jabatan. 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 
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NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki mekanisme terkait Pengembangan 

kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier yang dituangkan dalam Peraturan 
Perusahaan (PP) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Periode Tahun 2025 - 2027, Bab III 
Pasal 10 - 11 (Pendidikan dan Pelatihan)  

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki rencana dan realisasi pengembangan 
kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir karyawan melalui pelatihan, sebagai 
berikut : 

1. Tahun 2024, rencana 8 orang dan realisasi 2 orang, atau 25,00 % 

2. Tahun 2025, rencana  19 orang dan realisasi 19 orang, atau mencapai 100 % 

 

Berdasarkan uraian tersebut PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah merealisasikan 
pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, 
untuk tahun 2024 dan Tahun 2025, dengan rata - rata sebesar = 62,50 %. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki pengembangan kompetensi SDM untuk 
pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau kebutuhan promosi, dan terealisasi rata-rata 
sebesar 62,50 %, pelatihan yang direncanakan belum sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 

 

Rencana dan realisasi pelatihan PT  Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 2024 

No. Jenis Pelatihan Rencana 
(orang) 

Realisasi 
(orang) 

Keterangan 

1. Bimtek PK GanisPH 4 2  

2. Diklat PKB 4 0 

Total 8 2  

Prosentase 25,00 %  

Note : Rencana dan realisasi pelatihan agar diuraikan jenis pelatihan dan jumlah pesertanya 

Rencana dan realisasi pelatihan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Tahun 2025 

No. Jenis Pelatihan Rencana 

(orang) 

Realisasi 

(orang) 
Keterangan 

1. Bimtek Siganishut 1 1  

2 Evaluasi 
Penanaman 

1 1  

3 Damkarhutla 12 12  

4 Peningkatan SDM 
SILIN 

4 4  

5 Diklat PKB 1 1  

Total 19 19  

Prosentase 100 %  
 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

 

: Kebijakan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dan pemenuhan terhadap hak-hak 
kesejahteraan karyawan meliputi : 

a) Peraturan perusahaan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai periode 2025 - 2027, Bab 
VII Pasal 16 tentang Jamnian Sosial Ketenagakerjaan/BPJS dan Bab IX  Pasal 18 - 21 
tentang Perlengkapan K3 dan seragam 

b) SK. Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.581/2023 tanggal 30 November 
2023  tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bulungan Tahun 2024  sebesar 
Rp 3.480.627,- 
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c) SK. Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/181/2024 tanggal 17 Desember 
2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bulungan Tahun 2025  sebesar 
Rp 3.706.867,76. 

d) Contoh Slip Gaji karyawan terendah an. Susilo, gaji yang diterima karyawan dan 
tunjangan lainnya diatas UMK Kab. Bulungan yang berlaku, serta pembayaran gaji 
sampai saat ini berjalan lancar setiap awal bulan. 

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2024  sebesar Rp. 
14.547.628,- dan bulan Oktober 2025 sebesar Rp. 14.547.628,- contoh kartu BPJS 
Ketenagakerjaan an. Sarjuni Ramli dan Mikael Watimena Lamanepa 

f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan (Grup PT KPP) bulan September 2025 sebesar 
Rp.104.883.903.,-dan bulan Oktober sebesar Rp. 105.086.658, contoh kartu BPJS 
Kesehatan an. Tomas Pasama dan Eky Priadi. 

g) Di Base camp PT Hutani Kalimantan Abadi Permai tidak dilengkapi dengan Klinik 
perusahaan, namun tersedia kotak P3K dan apabila ada karyawan yang sakit di rujuk 
ke Puskesmas yang ada di Desa Long Buang (dengan jarak sekitar 10 KM) dengan 
memakai fasilitas BPJS Kesehatan 

Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai KM 0 dan Camp Produksi di KM 25 yang ada saat ini cukup memadai seperti : 
Kantor, Mess Karyawan, Sarana Ibadah, sarana olah raga dan fasilitas lainnya. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. EP & HMT) diperoleh informasi bahwa PT 
Hutani Kalimantan Abadi Permai telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan 
kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki  kebijakan pengupahan, tunjangan 
kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan dan diterapkan 
seluruhnya sesuai standar yang berlaku. 

Nilai Kinerja Indikator 

4.5 
 ( 15 / 18 ) x 100 % = 83,33 % (BAIK) 

Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 51 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 80,95% dengan perhitungan sebagai berikut : 

No. ASPEK Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan 

Indikator 

Nilai Kinerja Indikator 
Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Baik 3 3 

1.4 Sedang 2 3 

1.5 Baik 3 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Sedang 2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Baik 3 3 

2.5 Baik 3 3 

2.6 Baik 3 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 4.1 Sedang 2 3 
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No. ASPEK Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan 

Indikator 

Nilai Kinerja Indikator 
Maksimal 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Baik 3 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 51 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL 51/63 x 100% = 80,95% 

BAIK 

 
 
4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 
 

1. PRINSIP 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 

Pengelolaan 

a. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki dokumen legal terkait pemberian PBPH 
berupa SK PBPH sebagai berikut : 

1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 
dengan areal seluas ±35.400 Ha yang berlokasi di Kabupaten Bulungan Provinsi 
Kalimantan Timur (Sejak Tanggal 25 Oktober Tahun 2012 masuk wilayah Provinsi 
Kalimantan Utara).  SK berlaku untuk jangka waktu 45 tahun dan ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan H. M.S. KABAN tanggal 14 Oktober 1999 yang dilengkapi peta 
lampiran skala 1:100.000 dengan areal seluas ±35.400 Ha dan ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan.  

2) SK perubahan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.1475/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 
tentang perubahan nomenklatur PT Hutani Kalimantan Abadi Permai yang mengubah 
sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
(PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. 

Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit skala 1:50.000, Citra Sentinel 2A Band 11-8A-5 
T50MNJ Liputan Tanggal 23 September 2025. Penutupan Lahan areal PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai berada pada areal Hutan Lindung seluas 360 Ha, Hutan Produksi 
Terbatas seluas 35.040 Ha. 

Dokumen Legalitas perseroan sebagai berikut : 

1) Akta Pendirian PT Hutani Kalimantan Abadi Permai berdasarkan Akte No. 9 tanggal 27 
Januari 2000 oleh Notaris Handayati, S.H. Dokumen Akte Pendirian Perusahaan telah 
mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia SK.MEN.KEH RI No. 
C-837.HT.03.01-Th 1998 Tanggal 23 Desember 1998. 

2) Akta Perubahan Terakhir dengan Akte No. 34 tanggal 25 Juli 2025 oleh Notaris Rudy 
Limantara, SH., Akte perubahan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian 
Hukum Republik Indonesia No. AHU-AHA.01.09-0317206 tanggal 28 Juli 2025 dengan 
daftar perseroan No. AHU-0171419.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 28 Juli 2025 

Susunan Pemegang Saham : 

a) Lauw Juanda Lesmana : 1.000 Lembar 

b) PT Kayan Makmur Sejahtera : 1.500 Lembar 

Susunan Pengurus : 

a) Komisaris  : Lauw Juanda Lesmana 

b) Direktur  Utama  : Eddy Zulkarnain 

c) Direktur   : Andik Arling 

d) Direktur   : Yusuf Arifin 
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3) Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko atas nama PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai dengan NIB No 9120012002183 tanggal 28 Oktober 2019  Perubahan Ke-5 
tanggal 7 Januari 2023, Kode KBLI 02121 Pemanfaatan Kayu Hutan Alam. 

4) NPWP atas nama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai No.  01.964.815.3-725.000  

b. Verifier 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak 

ada) 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta dan pengamatan lapangan 
diketahui bahwa di areal kerja PT Hutani Kalimantan Abadi Permai tidak terdapat 
penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. 

Pada dokumen RKUPH terdapat rencana PPKH PT Kayan Hidro Energi yang 
merencanakan penggunaan kawasan untuk pembangunan PLTA di areal PT HKAP, namun 
hasil verifikasi dan wawancara dengan PIC belum ada kepastian pelaksanaan di lapangan. 

PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah menyampaikan surat nomor 10/SK-MC/HKAP-
PANGEAN/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Laporan Identifikasi Areal PT Kayan Hidro 
Energy di dalam areal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, namun belum ada kepastian 
pelaksanaannya. 

2. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

a. Verifier 2.1.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 
lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai telah memiliki dokumen RKUPH Periode 2020-2029 berbasis IHMB yang telah 
disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. SK.461/MenLHK-PHPL/UHP.1/2/2020 tanggal 03 
Februari 2020, ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 198903 1 001.  Terdapat tanda 
tangan dan cap stempel Salinan sesuai aslinya oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama 
Teknik; Fahrurrazi, S.H / NIP. 19631015 199403 1 002. 

Terdapat Peta Lampiran RKUPH periode 2020 - 2029 Skala 1: 50.000 yang dibuat oleh 
GANISPH-Canhut atas nama Ngakan Ketut JT, S.Hut dengan Nomor Register 00785-
11/CANHUT/XXXIV/2012, diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Eddy Zulkarnaen (Direktur 
Utama) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari U.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Istanto, M.Sc. 
NIP. 19621119 199003 1 001. 

Berdasarkan RKUPH periode 2020-2029, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai menerapkan 
sistem silvikultur merencanakan sebagai berikut : 

1) Penebangan dengan sistem silvikultur TPTI : 

a) Etat luas maksimum 10.079 Ha/10 tahun 

b) Etat volume maksimum 600.921 m3/10 tahun 

c) Menerapkan teknik SILIN dengan target seluas 194,22 Ha/tahun sesuai hasil 
ITSP 100% 

 

b. Verifier 2.1.2.a : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi : 

• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi 
hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Dokumen RKUPH 

PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki dokumen RKUPH Periode 2020-2029 
berbasis IHMB yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas 
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nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. SK.461/MenLHK-
PHPL/UHP.1/2/2020 tanggal 03 Februari 2020, ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 
198903 1 001.  Terdapat tanda tangan dan cap stempel Salinan sesuai aslinya oleh Kepala 
Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; Fahrurrazi, S.H / NIP. 19631015 199403 1 002. 

Terdapat Peta Lampiran RKUPH periode 2020 - 2029 Skala 1: 50.000 yang dibuat oleh 
GANISPH-Canhut atas nama Ngakan Ketut JT, S.Hut dengan Nomor Register 00785-
11/CANHUT/XXXIV/2012, diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Eddy Zulkarnaen (Direktur 
Utama) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari U.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Istanto, M.Sc. 
NIP. 19621119 199003 1 001. 

 

Dokumen RKTPH 

1) Terdapat dokumen RKTPH tahun 2024 yang disusun berdasarkan RKUPH periode 2020-

2029 dan telah disahkan secara Self Approval melalui aplikasi SIPASHUT oleh Direktur 

Utama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dengan SK No. 010/SK/HKAP-TS/I/2024, tanggal 

16 Januari 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dokumen ini 

dilampiri dengan peta RKT skala 1:50.000. Pada RKTPH tahun 2024 PT Hutani Kalimantan 

Abadi Permai merencanakan produksi sebagai berikut : 

a. Target Murni 2024 TPTI seluas 972,00 Ha; 9.355 pohon volume 27.582,69 m3. 
b. Target Penanaman SILIN 54 Ha sebanyak 5.400 Btg, lokasi pada eks RKT 2022 

2) Terdapat dokumen RKTPH tahun 2025 yang disusun berdasarkan RKUPH periode 2020-

2029 dan telah disahkan secara Self Approval melalui aplikasi SIPASHUT oleh Direktur 

Utama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dengan SK No. 10/SK/HKAP-TS/I/2025, 

tanggal 13 Januari 2025 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. 
Dokumen ini dilampiri dengan peta RKT skala 1:50.000. Pada RKTPH tahun 2025 PT 

Hutani Kalimantan Abadi Permai merencanakan produksi sebagai berikut : 

3) Target Murni 2025 TPTI seluas 992,00 Ha; 10.674 pohon volume 31.151,38 m3. 
4) Target Penanaman SILIN 63 Ha sebanyak 6.300 Btg, lokasi pada eks RKT 2023 

 

Peta lampiran RKTPH  

5) RKTPH Tahun 2024 dan RKT 2025 dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama 
Eko Budiono Register No. 01230006994, Persetujuan Penugasan No. 110223272  tanggal 21 
Februari 2023 dan Penempatan GANISPH No. 116650239054 berlaku sampai dengan 06 
Desember 2027. 

6) Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH 
Pengukuran dan Perpetaan atas nama Aswan Register No. 16230018576, Persetujuan 
Penugasan No. 110223254 tanggal 20 Februari 2023  dan Penempatan GANISPH No. 
112272203504 berlaku sampai dengan 06 Desember 2027. 

 

 

c. Verifier 2.2.1.a : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: ITSP pada RKT 2024 

Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen 
laporan hasil cruising Tahun 2024 yang dibuat oleh GanisPH Perencanaan Hutan atas nama 
Eko Budiono Register No. 01230006994, Persetujuan Penugasan No. 110223272  tanggal 21 
Februari 2023 dan Penempatan GANISPH No. 116650239054 berlaku sampai dengan 06 

Desember 2027. 

Laporan LHC dilengkapi dengan tally sheet hasil pengukuran kegiatan cruising tahun 2024 
dan rekapitulasinya pada blok RKT maupun pada areal PWH. Terdapat peta sebaran pohon 
hasil ITSP skala 1:1.000. Rekapitulasi hasil ITSP tahun 2024 pada areal seluas 1.071 Ha 
sebanyak 11.593 Batang Volume 47.082,75 m3. 

Terdapat pakta integritas pelaksanaan cruising RKT 2024 yang ditandatangani di atas 
materai oleh GANISPH Canhut atas nama Eko Budiono Register No. 01230006994 dan 
Direktur PT Hutani Kalimantan Abadi Permai tanggal 04 Agustus 2024.  
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ITSP pada RKT 2025 

Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa auditee telah memiliki dokumen 
laporan hasil cruising Tahun 2025 yang dibuat oleh GanisPH Perencanaan Hutan atas nama 
Eko Budiono Register No. 01230006994, Persetujuan Penugasan No. 110223272  tanggal 21 
Februari 2023 dan Penempatan GANISPH No. 116650239054 berlaku sampai dengan 06 

Desember 2027. 

Laporan LHC dilengkapi dengan tally sheet hasil pengukuran kegiatan cruising tahun 2025 
dan rekapitulasinya pada blok RKT maupun pada areal PWH. Terdapat peta sebaran pohon 
hasil ITSP skala 1:1.000. Rekapitulasi hasil ITSP tahun 2025 pada areal seluas 992 Ha 
sebanyak 13.144 Batang Volume 52.951,14 m3. 

Terdapat pakta integritas pelaksanaan cruising 2025 yang ditandatangani oleh GANISPH 
Canhut atas nama Eko Budiono Register No. 01230006994, Persetujuan Penugasan No. 
110223272  tanggal 21 Februari 2023 dan Penempatan GANISPH No. 116650239054 berlaku 

sampai dengan 06 Desember 2027 . 

Hasil observasi lapangan menjumpai adanya penandaan pohon dan jalur dengan lokasi 
yang sesuai pada lokasi kegiatan cruising 2025. Pohon yang akan ditebang diberi label ID 
Barcode yang dapat dibaca dengan barcode scanner.   

Hasil uji petik lapangan pada Petak N-14 RKT 2025 pada titik koordinat N 02° 37’ 29,3’’;  E 
116° 33’ 30,2’’ dan sekitarnya, serta Petak N-13 RKT 2025 pada titik koordinat N 02° 36’ 
48,4’’;  E 116° 33’ 35,7’’ dan sekitarnya diketahui bahwa kegiatan penebangan dan produksi 
kayu telah selesai dilakukan, namun masih ditemukan adanya pohon hasil ITSP yang belum 
ditebang dengan alasan terdapat cacat pada pohon tersebut. Hasil verifikasi dengan 
dokumen LHC dan peta pohon  terdapat kesesuaian penandaan pohon, jenis dan lokasinya.  

Tanda-tanda pohon ITSP di lapangan adalah berupa pemasangan ID-Barcode pada pohon 
yang ditebang dan pencatatan dimensi pohon pada karpet kuning 

d. Verifier 2.2.1.b : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang 

boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa auditi telah memiliki Peta Lampiran RKT 

Tahun 2024 dan RKT 2025 skala 1:50.000 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh 
GanisPH Kurpet atas nama Aswan  Register No. 16230018576, Persetujuan Penugasan No. 
110223254 tanggal 20 Februari 2023  dan Penempatan GANISPH No. 112272203504 berlaku 

sampai dengan 06 Desember 2027 .   

Dalam peta kerja RKT tersebut telah tergambarkan areal yang akan ditebang dan areal yang 
tidak ditebang yaitu pada RKT 2024 berupa Sempadan Sungai dan areal Kebun Benih, dan 
pada RKT 2025 berupa Sempadan Sungai dan Buffer Zone Hutan Lindung. Untuk areal 
yang akan dikerjakan pada Blok RKT 2024 dan 2025 diberi tanda warna kuning yang diarsir 
kemudian untuk areal yang dilindungi diberi tanda blok warna merah. 

Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa tanda batas di lapangan tersedia dalam kondisi 
yang baik dan terdapat pada lokasi yang sesuai dengan peta kerja RKT 2024 dan 2025 
serta telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan lokasi sebagai berikut : 

No. Tanda Batas di 
Lapangan 

Titik Koordinat Keterangan 

1 Plang Kebun Benih di 
RKT 2024 yang 
berbatasan dengan 
Petak N-14 RKT 2025   

N 02° 37’ 30,3”  

E 116° 33’ 30,5”  

Terdapat Plang Kebun Benih dan 
penandaan cat strip 3 warna 
merah sepanjang jalur batas. 

2 Plang Kebun Benih di 
RKT 2024 yang 
berbatasan dengan 
Petak N-16 RKT 2024   

N 02° 38’ 03,2”  

E 116° 33’ 34,6”  

Terdapat Plang Kebun Benih dan 
penandaan cat strip 3 warna 
merah sepanjang jalur batas. 

3 Plang Buffer Zone 
Hutan Lindung pada 
RKT 2025 

N 02° 37’ 13,2”  

E 116° 34’ 53,1”  

Penandaan signboard dari kayu 
ukuran 60 cm x 20 cm dicat putih 
dengan tulisan warna hijau.  
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e. Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya 

di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa auditi telah memiliki Peta Lampiran RKT 

Tahun 2024 dan RKT 2025 skala 1:50.000 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh 
GanisPH Kurpet atas nama Aswan  Register No. 16230018576, Persetujuan Penugasan No. 
110223254 tanggal 20 Februari 2023  dan Penempatan GANISPH No. 112272203504 berlaku 

sampai dengan 06 Desember 2027 .  

Dalam peta kerja RKT tersebut telah tergambarkan areal yang akan ditebang atau areal 
yang akan dikerjakan pada Blok RKT 2024 dan 2025 yang diberi tanda warna kuning yang 
diarsir. Batas-batas blok RKT dalam peta tergambar dengan garis warna biru/ hitam di 
sekeliling blok dan warna hitam pada batas petak. 

Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap implementasi tanda-tanda batas blok dan petak 
tebangan pada RKT 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut. 

No Tanda Batas di 
Lapangan 

Titik Koordinat Keterangan 

1 Signboard RKT 

2024,  

Patok batas blok 
dan batas Petak N-
16 dengan N-17 
RKT 2021 

N 02° 38’ 36,0”  

E 116° 33’ 19,0”  

Signboard dari bahan kayu warna 

putih dan huruf warna biru, hitam 
dan hijau ukuran 100 cm x 60 cm.  

Terdapat Patok batas Blok dari 
kayu ukuran 10 cm x 10 cm dicat 
warna putih dan rintisan batas 
dengan cat warna merah strip 3 
sepanjang jalur 

2 Batas Blok RKT 
2024 dan RKT 2023  

N 02° 38’ 36,0”  

E 116° 33’ 18,6”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna hitam 
ukuran 60 cm x 20 cm.  

Terdapat rintisan batas dengan 
cat warna merah strip 3 
sepanjang jalur 

3 Batas Petak N-16 
dan M-16 RKT 2024  

N 02° 38’ 08,8”  

E 116° 33’ 18,5”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna hitam 
ukuran 40 cm x 20 cm. 

Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

4 Batas Petak N-16 

dan Kebun Benih   
RKT 2024 

N 02° 38’ 03,2”  

E 116° 33’ 34,9”  

Signboard dari bahan kayu warna 

putih dan huruf warna hitam 
ukuran 40 cm x 20 cm. 

Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

5 Batas Blok RKT 
2025 dan Blok RKT 
2024  

N 02° 37’ 30,4”  

E 116° 33’ 30,0”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan huruf warna biru, hitam, 
hijau dan kuning ukuran 100 cm x 
80 cm. 

Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 3 sepanjang jalur 

6 Batas Petak N-14 

dan N-13 RKT 2025  
N 02° 36’ 57,0”  

E 116° 33’ 29,6”  

Signboard dari bahan kayu warna 

putih dan merah dan huruf warna 
hitam ukuran 40 cm x 20 cm. 
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Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

7 Batas Petak N-14 
dan O-13 RKT 2025  

N 02° 36’ 57,0”  

E 116° 33’ 51,0”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan merah dan huruf warna 
hitam ukuran 40 cm x 20 cm. 

Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

8 Batas Petak O-14 

dan N-14 dan N-13 
dan O-13 simpang 
empat Blok RKT 
2025 

N 02° 36’ 57,9”  

E 116° 33’ 51,2”  

Patok kayu keras ukuran 10x10 

cm dicat warna putih tulisan 
warna hitam. 

Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur. 

9 Batas Petak O-14 
dan O-13 RKT 2025  

N 02° 36’ 58,0”  

E 116° 33’ 53,4”  

Signboard dari bahan kayu warna 
putih dan merah dan huruf warna 
hitam ukuran 40 cm x 20 cm. 

Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur 

10 Batas Petak M-14 
dan M-13 dan N-13 
dan N-14 simpang 
empat Blok RKT 
2025 

N 02° 36’ 57,2”  

E 116° 33’ 18,2”  

Patok kayu keras ukuran 10x10 
cm dicat warna putih tulisan 
warna hitam. 

Terdapat penandaan batas 
berupa cat warna merah di pohon 
strip 2 sepanjang jalur. 

 

 

f. Verifier 2.2.1.d : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan 
lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen RKUPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai melakukan 
sistem silvikultur TPTI dan melakukan teknis SILIN. 

Pada RKT 2024 diverifikasi bahwa PT HKAP merencanakan kegiatan budidaya tanaman 
pada areal SILIN dengan rencana seluas 54 Ha sejumlah 5.400 Batang yang dilakukan 
pada Eks RKT 2022 yang telah dimanfaatkan produksi kayunya. Kegiatan penanaman kayu 
budidaya dengan teknik SILIN telah direalisasikan seluas 54 Ha (100%) pada lokasi eks 
RKT 2022.  

Pada RKT 2025 diverifikasi bahwa PT HKAP merencanakan kegiatan budidaya tanaman 
pada areal SILIN dengan rencana seluas 63 Ha sejumlah 6.300 Batang yang dilakukan 
pada Eks RKT 2023 yang telah dimanfaatkan produksi kayunya. 

Hasil observasi lapangan pada lokasi penanaman SILIN diketahui bahwa terdapat 
kesesuaian lokasi penanaman dengan persiapan lahan di areal eks RKT 2023 yang telah 
dimanfaatkan kayunya pada koordinat N 020 39’ 34,4’; E 1160 32’ 23,2” dan sekitarnya 

3. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

a. Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PBPH PT HKAP telah memiliki akun SIPUHH Online dengan sarana prasarana, SDM dan 
operator yang memadai sebagai berikut :  

1) Di Basecamp, TPK Hutan dan Logpond, PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki 
jaringan internet dengan memasang jaringan starlink serta sarana dan prasarana yang 
dapat digunakan untuk operasional SIPUHH Online serta penatausahaan hasil hutan 
dan pelaporan lainnya. 
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2) Operator SIPUHH Online tercatata atas nama Rini Parwati, S.Hut. yang ditunjuk oleh 
Direktur Utama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai sesuai keputusan No. 1/A/HKAP-
TS/I/2024 tanggal 05 Januari 2024,  

Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara telah ditetapkan sebagai berikut : 

1. Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT 2024 telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan 
Site Manager PT HKAP No. SK.20/A/HKAP-Pangean/I/2024, tanggal 20 Januari 2024 
yang menetapkan lokasi TPn pada 10 titik di masing-masing petak tebangan serta 
lokasi TPK Hutan di 3 (tiga) tempat yaitu : 

a) TPK Hutan Sungai Basahan pada koordinat N 020 39’ 52,67”; E 1160 31’ 23,93” 
seluas ±2 Ha dengan kapasitas ±8.000 m3; 

b) TPK Hutan Sungai Jelengan pada koordinat N 020 39’ 38,26”; E 1160 37’ 09,26” 
seluas ±2 Ha dengan kapasitas ±8.000 m3  

c) TPK Hutan Km 13 pada koordinat N 020 36’ 22,40”; E 1160 38’ 43,70” seluas ±2 
Ha dengan kapasitas ±8.000 m3 dan berlaku masing-masing TPK Hutan sampai 
dengan 31 Desember 2024. 

2. Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT 2025 telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan 
Site Manager PT HKAP No. 04/A/HKAP-Pangean/I/2025, tanggal 20 Januari 2025 yang 
menetapkan lokasi TPn pada 10 titik di masing-masing petak tebangan serta lokasi 
TPK Hutan Sungai Jelengan pada koordinat N 020 39’ 38,26”; E 1160 37’ 09,26” seluas 
±2 Ha dengan kapasitas ±8.000 m3 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. 
Lokasi TPK Antara telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur PT HKAP No. 
12/A/HKAP-TS/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 sebagai berikut : 

Nama dan Lokasi Luas (Ha) Daya tampung (m3) 

TPK Antara Long Sam, pada koordinat 

N 020 43’ 08,90”; 1170 08’ 53,00” 

±1 ±2.000 

TPK Antara Antutan, pada koordinat 

N 020 45’ 21,34”; 1170 17’ 09,46” 

±1 ±2.000 

TPK Antara Silmau, pada koordinat 

N 020 51’ 36,90”; 1170 27’ 11,60” 

±1 ±2.000 

GANISPH PKB penerbita LHP atas nama Ismail Register No. 23230007711; Penugasan No. 

110723148 dan Penempatan No. 112392323019 

Buku Ukur dan LHP 

Pada periode audit (Desember 2023 – November 2025 dan saat audit 15 Desember 2025), 
PT Hutani Kalimantan Abadi Permai diverifikasi telah menerbitkan LHP sesuai dengan buku 
ukur pada RKT 2023, RKT 2024 dan RKT 2025. LHP diterbitkan melalui SIPUHH Online dan 
penerbitan LHP selama periode audit sebanyak 43 Set Buku Ukur sejumlah 9.054 Batang 
Volume 45.761,78 m3. Selama periode audit PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah 
menerbitkan LHP sebanyak 43 Set LHP sejumlah 9.054 Batang Volume 45.761,78 m3 
sebagai berikut : 

No Nomor LHP Periode 
Jumlah 

 Btg   Vol. (M3)  

1 16-HKAP-LHPKB-BLOK-XII-2023 Meranti 446 2.647,24 

 16-HKAP-LHPKBS-BLOK-XII-2023 R.Camp 5 19,64 

 19Desember2023 K.Indah - - 

  Jumlah1 451 2.666,88 

2 1-HKAP-LHPKB-BLOK-II-2024 Meranti 222 955,43 

 1-HKAP-LHPKBS-BLOK-II-2024 R.Camp 11 34,80 

 1Februari2024 K.Indah - - 

  Jumlah2 233 990,23 

3 2-HKAP-LHPKB-BLOK-III-2024 Meranti 297 1.327,70 

 2-HKAP-LHPKBS-BLOK-III-2024 R.Camp 18 63,54 

 21Maret2024 K.Indah - - 

  Jumlah3 315 1.391,24 

4 3-HKAP-LHPKB-BLOK-IV-2024 Meranti 262 1.493,35 
 3-HKAP-LHPKBS-BLOK-IV-2024 R.Camp 6 28,89 

 2April2024 K.Indah - - 

  Jumlah4 268 1.522,24 
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5 4-HKAP-LHPKB-BLOK-IV-2024 Meranti 209 1.053,53 

 4-HKAP-LHPKBS-BLOK-IV-2024 R.Camp 6 22,64 

 17April2024 K.Indah - - 

  Jumlah5 215 1.076,17 

6 5-HKAP-LHPKB-BLOK-V-2024 Meranti 213 949,12 

 5-HKAP-LHPKBS-BLOK-V-2024 R.Camp 3 11,51 

 6Mei2024 K.Indah - - 

  Jumlah6 216 960,63 

7 6-HKAP-LHPKB-BLOK-V-2024 Meranti 328 1.454,90 

 6-HKAP-LHPKBS-BLOK-V-2024 R.Camp 9 39,07 

 29Mei2024 K.Indah - - 

  Jumlah7 337 1.493,97 

8 7-HKAP-LHPKB-BLOK-VI-2024 Meranti 197 986,97 

 7-HKAP-LHPKBS-BLOK-VI-2024 R.Camp 2 5,80 

 3Juni2024 K.Indah - - 

  Jumlah8 199 992,77 

9 8-HKAP-LHPKB-BLOK-VI-2024 Meranti 112 534,82 

 8-HKAP-LHPKBS-BLOK-VI-2024 R.Camp 1 2,38 

 24Juni2024 K.Indah - - 

  Jumlah9 113 537,20 

10 9-HKAP-LHPKB-BLOK-VII-2024 Meranti 113 522,05 

 9-HKAP-LHPKBS-BLOK-VII-2024 R.Camp 3 10,83 

 5Juli2024 K.Indah - - 

  Jumlah10 116 532,88 

11 10-HKAP-LHPKB-BLOK-VII-2024 Meranti 229 1.170,32 

 10-HKAP-LHPKBS-BLOK-VII-2024 R.Camp 2 9,76 

 23Juli2024 K.Indah - - 

  Jumlah11 231 1.180,08 

12 11-HKAP-LHPKB-BLOK-VIII-2024 Meranti 139 645,85 
 11-HKAP-LHPKBS-BLOK-VIII-2024 R.Camp 1 7,85 
 7Agustus2024 K.Indah - - 
 

 Jumlah12 140 653,70 

13 12-HKAP-LHPKB-BLOK-VIII-2024 Meranti 260 1.259,16 
 12-HKAP-LHPKBS-BLOK-VIII-2024 R.Camp - - 
 28Agustus2024 K.Indah - - 
 

 Jumlah13 260 1.259,16 

14 13-HKAP-LHPKB-BLOK-IX-2024 Meranti 263 1.259,42 

 13-HKAP-LHPKBS-BLOK-IX-2024 R.Camp 7 28,68 

 18September2024 K.Indah - - 

  Jumlah14 270 1.288,10 

15 14-HKAP-LHPKB-BLOK-X-2024 Meranti 262 1.247,85 
 14-HKAP-LHPKBS-BLOK-X-2024 R.Camp 2 8,44 
 15Oktober2024 K.Indah - - 
 

 Jumlah15 264 1.256,29 

16 15-HKAP-LHPKB-BLOK-XI-2024 Meranti 159 880,00 
 5November2024 R.Camp 2 8,89 

  Jumlah16 161 888,89 

17 16-HKAP-LHPKB-BLOK-XI-2024 Meranti 94 461,61 

 16November2024 R.Camp 2 14,48 

 
 Jumlah17 96 476,09 

18 17-HKAP-LHPKB-PWH-XI-2024 Meranti 160 50,86 

 17-HKAP-LHPKBS-PWH-XI-2024 R.Camp 37 7,49 

 17-HKAP-LHPKBK-PWH-XI-2024 K.Indah - - 

 26November2024 Jumlah18 197 58,35 

19 18-HKAP-LHPKB-BLOK-XII-2024 Meranti 36 176,62 

 17Desember2024 R.Camp 1 2,77 

 
 Jumlah19 37 179,39 

20 2-HKAP-LHPKB-BLOK-II-2025 Meranti 500 2.965,67 

 10Februari2025 R.Camp - - 

  Jumlah20 500 2.965,67 

21 3-HKAP-LHPKB-BLOK-II-2025 Meranti 63 338,32 

 17Februari2025 R.Camp - - 

  Jumlah21 63 338,32 

22 4-HKAP-LHPKB-BLOK-III-2025 Meranti 257 1.149,29 
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 12Maret2025 R.Camp 41 176,55 

  Jumlah22 298 1.325,84 

23 5-HKAP-LHPKB-BLOK-III-2025 Meranti 385 1.971,60 

 26Maret2025 R.Camp - - 

  Jumlah23 385 1.971,60 

24 6-HKAP-LHPKB-BLOK-IV-2025 Meranti 116 729,60 

 26April2025 R.Camp - - 

  Jumlah24 116 729,60 

25 7-HKAP-LHPKB-BLOK-V-2025 Meranti 379 2.099,91 

 7Mei2025 R.Camp - - 

  Jumlah25 379 2.099,91 

26 8-HKAP-LHPKB-BLOK-V-2025 Meranti 50 218,41 

 16Mei2025 R.Camp - - 

  Jumlah26 50 218,41 

27 9-HKAP-LHPKB-BLOK-VI-2025 Meranti 27 156,47 

 2Juni2025 R.Camp - - 

  Jumlah27 27 156,47 

28 10-HKAP-LHPKB-BLOK-VI-2025 Meranti 193 1.094,48 

 18Juni2025 R.Camp - - 

  Jumlah28 193 1.094,48 

29 11-HKAP-LHPKB-BLOK-VI-2025 Meranti 175 1.051,90 

 30Juni2025 R.Camp - - 

  Jumlah29 175 1.051,90 

30 12-HKAP-LHPKB-BLOK-VII-2025 Meranti 520 2.603,31 

 3Juli2025 R.Camp - - 

  Jumlah30 520 2.603,31 

31 13-HKAP-LHPKB-BLOK-VII-2025 Meranti 38 213,17 

 15Juli2025 R.Camp 4 17,92 

  Jumlah31 42 231,09 

32 14-HKAP-LHPKB-BLOK-VII-2025 Meranti 106 625,42 

 29Juli2025 R.Camp 3 11,26 

  Jumlah32 109 636,68 

33 15-HKAP-LHPKB-BLOK-VIII-2025 Meranti 179 876,97 

 4Agustus2025 R.Camp - - 

  Jumlah33 179 876,97 

34 16-HKAP-LHPKB-BLOK-VIII-2025 Meranti 200 1.020,15 

 8Agustus2025 R.Camp 3 10,87 

  Jumlah34 203 1.031,02 

35 17-HKAP-LHPKB-BLOK-VIII-2025 Meranti 53 276,07 

 9Agustus2025 R.Camp - - 

  Jumlah35 53 276,07 

36 18-HKAP-LHPKB-BLOK-VIII-2025 Meranti 352 1.892,94 

 26Agustus2025 R.Camp 2 7,90 

  Jumlah36 354 1.900,84 

37 19-HKAP-LHPKB-BLOK-IX-2025 Meranti 366 1.817,95 

 1September2025 R.Camp 2 8,35 

  Jumlah37 368 1.826,30 

38 20-HKAP-LHPKB-BLOK-IX-2025 Meranti 141 730,58 

 16September2025 R.Camp - - 

  Jumlah38 141 730,58 

39 21-HKAP-LHPKB-BLOK-X-2025 Meranti 149 776,50 

 2Oktober2025 R.Camp 9 41,47 

  Jumlah39 158 817,97 

40 22-HKAP-LHPKB-BLOK-X-2025 Meranti 49 246,32 

 14Oktober2025 R.Camp 10 41,88 

  Jumlah40 59 288,20 

41 23-HKAP-LHPKB-BLOK-X-2025 Meranti 74 317,92 

 16Oktober2025 R.Camp 1 2,83 

  Jumlah41 75 320,75 

42 24-HKAP-LHPKB-BLOK-X-2025 Meranti 196 1.145,39 

 28Oktober2025 R.Camp 5 25,68 

  Jumlah42 201 1.171,07 

43 25-HKAP-LHPKB-BLOK-XI-2025 Meranti 286 1.690,91 

 24November2025 R.Camp 1 3,56 
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  Jumlah43 287 1.694,47 

 TOTAL Meranti 8.855 45.086,05 

  R.Camp 199 675,73 

 
  9.054 45.761,78 

 

Berdasarkan LMKB PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki stok kayu di TPK Hutan 
dan TPK Antara sebagai berikut: 

No Uraian 
TPK Hutan TPK Antara Long Sam TPK Antara Antutan 

Btg M3 Btg M3 Btg M3 

1 Stok Awal - - 624 3.369,14 100 561,52 

2 Penambahan 

      

a LHP 9.054 45.761,78 

    

b Kayu dari TPK Hutan ke 
TPK Antara Long Sam 

  

8.857 45.703,43 

  

c Kayu dari TPK Antara 
Long Sam ke TPK 
Antara Antutan 

    

9.175 47.297,46 

3 Pengurangan 

      

a Kayu Keluar dari TPK 
Hutan ke TPK Antara 
Long Sam 

8.857 45.703,43 

    

b Kayu Keluar dari TPK 
Antara ke TPK Antara 
Antutan 

  

9.175 47.297,46 

  

c Kayu Keluar dari TPK 
Antara Antutan ke 
Industri 

    

9.066 46.680,75 

d DKDS 197 58,35 

    

4 Stok Akhir - 0,00 306 1.775,11 209 1.178,23 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengukuran stok kayu di TPK Antara Long Sam pada 
koordinat N 020 43’ 08,90”; 1170 08’ 53,00” dijumpai adanya tumpukan kayu hasil produksi 
pada RKT 2025 dan dilakukan pengukuran sebanyak 100 batang dan membandingkan 
dengan Buku Ukur dan LHP diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Jenis Kayu  :  Sesuai 

2. Jumlah : Sesuai 

3. Perbedaan Volume :  2,10% (Berdasar LHP sebanyak 100 Batang volume 502,41 m3, 
dan hasil pengukuran sebanyak 100 Batang volume 513,21 m3, 
selisih volume pengukuran 10,81 m3 atau 2,10%) di bawah 
toleransi selisih pengukuran kayu sebesar 5%. 

 

b. Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan 

yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Pengangkutan Kayu PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dilakukan dari TPn di Blok RKT 
menuju TPK Hutan, dari TPK Hutan diangkut menuju TPK Antara Long Sam menggunakan 
logging truck, dan dari TPK Antara Long Sam diangkut menuju TPK Antara Antutan 
menggunakan rakit, serta dari TPK Antara Antutan kayu diangkut menggunakan tongkang 
menuju industri kayu. 

Pada rentang waktu audit (Desember 2023 s.d November 2025 dan saat audit tanggal 15 
Desember 2025), PT Hutani Kalimantan Abadi Permai diverifikasi telah melakukan kegiatan 
pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK-KB sebagai berikut : 

- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara Long Sam menggunakan 
logging truck sebanyak 951 Set SKSHHK-KB sejumlah 8.857 Batang Volume 
45.703,43 m3; 
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- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Long Sam menuju TPK Antara Antutan 
menggunakan rakit dan/ atau tongkang sebanyak 77 Set SKSHHK-KB sejumlah 9.175 
Batang Volume 47.297,46 m3; 

- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Antutan menuju Industri Kayu menggunakan 
rakit dan/ atau tongkang sebanyak 71 Set SKSHHK-KB sejumlah 9.066 Batang Volume 
46.680,75 m3 

- Terdapat penerbitan DKDS di TPK Hutan sejumlah 197 Batang Volume 58,35 m3 
sesuai dengan BAP DKDS No. 1-HKAP-DKDS-2024 tanggal 28 November 2024 

c. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan 
dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu 
melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos 
kayu, antara lain sebagai berikut : 

- Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id 
barcode. 

- Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : 

a) Label ecolin warna putih yang berisi Nomor Produksi.  

b) Label warna kuning yang berisi id barcode. 

c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode 
scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu diketahui bahwa kayu hasil produksi 
PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, 
dokumen LHP, dan sampai dokumen SKSHHK-Lanjutan/tujuan industri. 

d. Verifier 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Selama periode audit diketahui bahwa dokumen Billing atas kewajiban PNBP DR dan PSDH 
dan telah sesuai dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Billing atas kewajiban PNBP DR dan PSDH diterbitkan melalui 
sistem SIPNBP sesuai ketentuan dengan total tagihan yang diterbitkan sebagai berikut : 

- Billing DR sebesar US$ 292.062,59 dan Rp 6.754.094.144;  

- Billing PSDH sebesar Rp 3.680.039.990,-  

Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SIPNBP berdasarkan data LHP yang 
telah diunggah atau dilaporkan. 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melakukan pembayaran atas Billing DR 
dan/atau PSDH dari  LHP RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 
2025, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara 
berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP serta terdapat bukti 
setor melalui Bank Mandiri.  Adapun total pembayaran Billing Tagihan DR dan PSDH sesuai 
dengan kode billing yang diterbitkan adalah sebagai berikut: 

1) Pembayaran Billing DR sebesar US$ 292.062,59 dan Rp 6.754.094.144;  
2) Pembayaran Billing PSDH sebesar Rp 3.680.039.990,-- 

Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SIPNBP berdasarkan Kode Billing  
yang telah dibayarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP, dapat dipastikan bahwa 
pada saat pelaksanaan audit PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai  sudah tidak 
memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH. Dalam 
tampilan layer SIPUHH terlihat bahwa LHP terakhir telah LUNAS DR PSDH 

e. Verifier 3.3.1 : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 

justifikasi 
: PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan 

Lestari (PHL) dengan Nomor 060.SPHL.017 berlaku sampai dengan 3 Januari 2030 dan 
Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan  LPVI PT Trustindo Prima Karya 
No. 48/SL-SVLK/017/HKAP/1/2024 tanggal 10 Januari 2024. 
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Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada log kayu bertanda SVLK 
bertuliskan SVLK Indonesia dan hasil pengecekan di lapangan pada saat audit telah 
menggunakan Tanda SVLK. 

ID Barcode yang dibubuhkan pada log kayu yang telah diukur dan pada dokumen SKSHHK 
bertuliskan logo SVLK Indonesia Sustainable PHL-65-01-0013 

4. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

a. Verifier 4.1.1 : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 

justifikasi 
: PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan 

oleh instansi terkait.  Dokumen lingkungan yang telah disusun dan dapat diverifikasi pada 
saat Audit Resertifikasi PHL PT Hutani Kalimantan Abadi Permai adalah dokumen Laporan 
Utama Analisis Dampak Lingkungan, dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 
dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).   

Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup IUPHHK-HA Pada Hutan 
Produksi PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah mendapatkan persetujuan dan disahkan 
oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan 
Nomor: 29/SK/ BPDL-5.4/XII/2008, Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal 10 Desember 
2008, ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bulungan Ir. H. Akhmad Bey 
Yasin, MAP. NIP. 730 001 596 

b. Verifier 4.1.2.a : Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dan telah mendapatkan 
persetujuan dan disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 
(BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor: 29/SK/ BPDL-5.4/XII/2008, Ditetapkan di 
Tanjung Selor Pada Tanggal 10 Desember 2008, ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA 
Kabupaten Bulungan Ir. H. Akhmad Bey Yasin, MAP. NIP. 730 001 596.  

Dokiumen RKL dan RPL PT Hutani Kalimantan Abadi Permai disusun menjadi satu paket 
dengan penyusunan dokumen lingkungan Amdal PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 

c. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi 

dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan 

RPL yang disusun dan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah melaksanakan kegiatan 
pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap 
Semester Pelaksanaan RKL - RPL selama periode audit sebagai berikut : 

a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2023 

b. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I Tahun 2024 

c. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2024 

d. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2025. 

Laporan semester Pelaksanaan RKL dan RPL PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah 
disampaikan dan dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Kalimantan Utara sesuai dengan tanda terima yang disampaikan dan  terdapat bukti 
penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL sesuai dengan tanda terima sebagai berikut : 

a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2023 telah disampaikan 
kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai surat pengantar No. 
14/B/HKAP-TS/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 dan diterima tanggal 05 Januari 2024. 

b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I Tahun 2024 telah disampaikan 
kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai surat pengantar No. 
31/B/HKAP-TS/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan diterima tanggal 14 Agustus 
2024. 

c. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2024 telah disampaikan 
kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai surat pengantar No. 
12/B/HKAP-TS/II/2025 tanggal 04 Februari 2025 dan diterima tanggal 04 Februari 2025. 
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d. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I Tahun 2025 telah disampaikan 
kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai surat pengantar No. 
26/B/HKAP-TS/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 dan diterima tanggal 10 November  
2025. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan yang dilakukan oleh PT Hutani Kalimantan Abadi Permai antara lain: 

a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan kawasan lindungnya. 

b. Pengamatan erosi dan curah hujan 

c. Pemasangan papan larangan dan himbauan. 

d. Kelola sosial berupa bantuan dan CSR. 

e. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan kesepakatan 
dengan masyarakat. 

f. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan 
masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial dan perekrutan tenaga kerja lokal 

 

5. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

a. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 

justifikasi 
: PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko 

serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan 
operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan di bengkel, 
penebangan, operasional di hutan, dan di logpond/ air. 

Selanjutnya PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki SOP K3 yang disusun 
menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam 
kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Dokumen tersebut 
yaitu SOP K3 No. Dok. HKAP/PL/447.02 No. A Revisi : 4 tanggal 09/02/2024. Dokumen 
Revisi SOP K3 dibuat oleh Kabag. Umum dan Sosial, diperiksa oleh Manager Camp dan 
disetujui oleh Direktur. Terdapat SK Pengangkatan Personil Kepala Seksi K3 yang dijabat 
oleh Sdr. Marga Krisdiyanto sesuai dengan keputusan Direktur No. 23/HKAP-TS/II/2023 
tanggal 8 Maret 2023. 

PT Hutani Kalimantan Abadi Permai memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (P2K3) sebagaimana telah diputuskaan oleh Direktur melalui SK. No. 16/A/HKAP-
TS/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai. Kepengurusan sebagai 
berikut : 

Ketua : Ketut Muhardjono 

Sekretaris : Marga Krisdiyanto 

Anggota  : 1. Sarjuni Ramli 

  2. Eko Nudiono 

  3. Ekky Priadi 

  4. Ibnu Putranto 

  5. Ismail 

 

 

b. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 

justifikasi 
: PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko 

serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan 
operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan di bengkel, 
penebangan, operasional di hutan, dan di logpond/ air. 
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Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Bulan 
Desember tahun 2025 seperti : Masker; Earphone; Helm; Baju Safety Vest; Sepatu Safety; 
Sepatu Boots; APAR; Kacamata Las; Baju Pelampung; Baju Jas Hutjan. 

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh 
PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, yaitu berupa  : 

1) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain 
Kantor; Mess Staff; Mess Karyawan; Kantin. 

2) Tersedia APD berupa Helm, Sepatu safety, Rompi dan APD lainnya termasuk 
pelampung di speedboat. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa 
karyawan telah menggunakan APD tersebut. 

3) Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dan pada kendaraan LV dan speedboat dengan 
peralatan P3K yang memadai dan cukup. 

4) Pemasangan rambu rambu keselamatan di beberapa titik rawan kecelakaan. 

5) Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor jika terdapat keadaan darurat 

c. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Pada periode audit bulan Desember 2023 – Desember 2025 dan saat audit  tanggal 15 
Desember 2025 diverifikasi terdapat laporan kejadian kecelakaan kerja berupa catatan 
kejadian kecelakaan kerja setiap bulan. 

Hasil verifikasi dokumen laporan kejadian kecelakaan kerja selama periode audit diketahui 
bahwa pada PT Hutani Kalimantan Abadi Permai tercatat tidak terdapat kejadian kecelakaan 
kerja atau laporan kecelakaan kerja NIHIL  

Dokumen Laporan Triwulan catatan kecelakaan kerja telah disampaikan kepada instansi 
terkait yaitu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dan Provinsi 
Kalimantan Utara bersamaan dengan laporan tenaga kerja sesuai dengan stempel tanda 
terima dari instansi tersebut. 

Terdapat bukti dokumen kegiatan terkait upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di 
lapangan oleh Tim Penanggung Jawab K3 PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, yaitu 
berupa pembuatan SOP K3 dan sosialisasinya, briefing K3 serta pemasangan rambu di 
jalan untuk mengurangi dan mencegah kejadian kecelakaan, dan melakukan inspeksi 
penggunaan APD di lapangan dan mengevaluasi penggunaan APD pada pekerja di 
lapangan. 

d. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa di lingkungan  karyawan  PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Karyawan PT Hutani 
Kalimantan Abadi Permai belum membentuk serikat pekerja namun pihak Perusahaan 
memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya. 

Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Nomor : 
020/A/HKAP- TS/III/2016 Tanggal 28 Maret 2016 dan diperbarui  No. 55/HKAP-TS/XI/2024 
tanggal 20 November 2024 tentang Pembentukan dan Menjadi Anggota Serikat Pekerja/ 
Buruh PT Hutani Kalimantan Abadi Permai. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut PT 
Hutani Kalimantan Abadi Permai memberikan kebijakan pembentukan dan menjadi anggota 
serikat pekerja/ buruh dalam perusahaan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai. Hak dan 
kewajiban peserta terkait kepesertaannya sebagai anggota maupun pengurus dalam Serikat 
Pekerja diberikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

e. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Tersedia Peraturan Perusahaan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai Periode 2025 – 2027. 

Peraturan Perusahaan terdiri dari 15 Bab dengan 34 Pasal. 

Peraturan Perusahaan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai telah mendapatkan pengesahan 
sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 
Utara melalui Surat Keputusan No. 500.15.12.1/345/SK-PP/DTKT tanggal 21 Juni 2025 
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai. 
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Nomor registrasi Peraturan Perusahaan PT HKAP No. 62/DTKT-Naker/Bid.HI dan 
Pengawasan/2025 dan berlaku terhitung mulai tanggal  21 Juni 2025 sampai dengan 21Juni 
2027 

f. Verifier 5.2.3 : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian singkat 
justifikasi 

: Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Hutani Kalimantan Abadi Permai 
periode Bulan September 2025 berupa karyawan Manajemen dan Staf yang ditandatangani 
oleh Manager Camp Ir. Ketut Muhardjono dengan karyawan sejumlah 80 orang Pekerja 
Bulanan dan Borongan pada berbagai bagian yaitu : 

1) Administratur sejumlah 6 Orang 

2) Bidang Perencanaan sejumlah 6 Orang 

3) Bidang Produksi sejumlah 40 Orang 

4) Bidang Binhut & Lingkungan sejumlah 7 Orang 

5) Bidang Umum dan Sosial sejumlah 11 Orang; dan 

6) Bidang Keuangan dan Logistik sejumlah 10 Orang  

Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah 18 
tahun atau masih di bawah umur dan karyawan termuda PT Hutani Kalimantan Abadi 
Permai tercatat atas nama Lorensius Harly Kilat dengan jabatan sebagai Hookman Tracktor 
lahir di Long Bang tanggal 27 September 2006 dan mulai bekerja pada tanggal 02 Oktober 
2024 pada saat berusia berusia 18 tahun 1 bulan.  Terdapat kesesuaian pencatatan data 
tanggal lahir dengan identitas BPJS yang bersangkutan 

 

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada masing-masing PRINSIP Legalitas Hasil Hutan, yaitu tidak terdapat 

verifier yang diberikan nilai “Tidak Memenuhi”, maka hasil VLHH Kayu pada PT Hutani Kalimantan Abadi Permai, 

dinilai MEMENUHI Standar VLHH. 
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5. KESIMPULAN 

PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dinilai LULUS audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) PHL dengan : 

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 80,95%; dan  

- MEMENUHI Standar VLHH Kayu,  

atau LULUS dengan predikat BAIK 

 

 

6. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

Tanggal    : 3 Januari 2026 

Hasil Pengambilan Keputusan :  

 

1) PBPH PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dinilai LULUS audit Sertifikasi Awal dengan : 

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 80,95%; dan  

- MEMENUHI Standar VLHH Kayu 

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Hutani Kalimantan Abadi Permai dapat dipertahankan 

sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. 

 

 

Samarinda, 7 Januari 2026 

LPVI PT Trustindo Prima Karya, 

 

 

 

Ir Kurnia, IPU 

Direktur 

 

 

 

 

 


